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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap
atau berhalangan sementara, perlu menunjuk pejabat
yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan
tugas sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia
tentang Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana

Harian pada Universitas Islam Internasional Indonesia;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 230 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerinitah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017



Menetapkan

=B

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor B8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
647 7);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 6328);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
NMomor 126);

Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Orpanisasi dan
Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Islam
Internasional Indonesia;

Peraturan Recktor Universitas Islam Internasional
Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem
Kepegawaian  Universitas  Islam  Internasional

Indonesia;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN
PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PADA
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yvang dimaksud dengan:

Universitas Islam Internasional [ndonesia yang
selanjutnya disingkat UIll adalah perguruan tingg
negeri badan hukum di bawah kementenan vang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang



agama.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disinglkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai p-:gawm ASN sccara tetap
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Pelaksana Tugas vang selanjutnya disingkat Plt. adalah
pejabat  yang ditunjuk  dan  diangkat untuk
melaksanakan tugas jabatan struktural karena pejabat
definitiinyva berhalangan tetap.

Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh.
adalah pejabat yang ditunjuk dan diangkat untuk
melaksanakan jabatan struktural karena pejabat
definitifnya berhalangan sementara.

Berhalangan Tetap adalah keadaan tdak dapat
melaksanakan tugas dan  jabatan  disebabkan
pemberhentian sebagai pegawai Ulll, dibebaskan dan
jabatan, atau diberhentikan sementara sebagai pegawal
UL

Berhalangan Sementara adalah keadaan tidak dapat
melaksanakan fugas dan jabatan dalam jangka waktu
paling singkat 7 (tujuh) hari kerja karena sedang
melakukan  pendidikan dan  pelathan/kursus,
kunjungan kerja ke daerah atau ke luar negeri, sakit,
cuti, menunaikan ibadah haji, atau alasan penting

lainnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

a.
b,

.

Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harnan.
Pencabutan Keputusan.
Tunjangan.



BAB Il
PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

Bagian Kesatu
LIy

Pasal 3
(1} Untuk mengisi kekosongan Jabatan di lingkungan UTII
dapat dilakukan penunjukan:
a. Plt., untuk keadaan pejabat definitif berhalangan
tetap; atau
b. Plh., untuk keadaan pejabat definitif berhalangan
sementara.
(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan kepada pejabat atau pegawai dengan
kualifikasi tertentu.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Pejabat atau pegawal yang dapat ditunjuk sebagai Plt

atau Plh. harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki kompetensi pada jabatan yang akan
diduduki;

b. menduduki jabatan yang sama atau setingkat lebih
rendah; dan

c. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman
disiplin =sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Penunjukan

Pasal 5

Pejabat yvang ditunjuk sebagai Pit. atau Plh.:

a.
b,

(1)

12}

Pejabat vang ditunjuk sebagai Plt, atau Plh,

tidak dilantik dan diambil sumpah jabatan; dan
tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.

Pasal &

Kewenangan penunjukan Plt. ataun Plh, dilakukan

dengan ketentuan:

=

Rektor untuk:

1. wakil rektor;

2. sekretaris UIIL;

3. dekan; dan

4. ketua Satuan Pengawasan Internal,
Sekretaris Ul untuk:

1. kepala biro;

2. direktur;

3. kepala pusat; dan

4. kepala subbagian tata usaha.
Dekan untuk:

1. sekretaris fakultas;

2. kepala program studi; dan

3. sekretaris program studi.

Eetua Satuan Pengawasan Internal untuk sekretarns

Satuan Pengawasan Internal.

Penunjukan dimaksud sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan.

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 7

memiliki



kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan,
mengoordinasikan, mengarahkan, mengambil keputusan,
memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

pada jabatan dimana yang bersangkutan ditugaskan.

BAB 111
PENCABUTAN KEPUTUSAN

Pasal 8
Keputusan mengenal penunjukan Plt. atau Plh. dicabut
apabila pejabat definitif telah ditetapkan.

BAB IV
TUNJANGAN

Pasal 9

(1) Pejabat vang diangkat sebagai Plt. atau Plh. diberikan
tunjangan sesuai dengan jabatan vang bersangkutan
ditugaskan dan minimal 1 (satu) bulan melaksanakan
tugas,

(2] Tunjangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sebesar 20% [(dua puluh persen) darn
tunjangan dalam jabatan yang dirangkapnya.

{3] Pembayaran tunjangan sebapgaimana dimaksud pada
avat (2) dilaksanakan pada bulan pembayaran
tunjangan berikutnya,



HAR V
KETENTUAN PENLITUP

Pasal 10
Peraturan Rekior ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Dutetapkian di Depak
pada tanggal 4 O, 0 o

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASI L INDONESIA,

KOMARUDDEN HIDAY ATd=—



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI

Menimbang

LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi,

kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan,
dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk
menduduki jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka instansi
pemerintah perlu melakukan promosi jabatan pimpinan

tinggi secara terbuka;

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 74 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014, ditetapkan bahwa pengembangan
karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosi, dan
mutasi sebagaimana diatur dalam Pasal 69 sampai dengan

Pasal 73 diatur dalam Peraturan Pemerintah;

bahwa mengingat kebutuhan untuk melaksanakan pengisian
jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di berbagai instansi
pemerintah harus segera dipenuhi, maka sebelum ditetapkan
peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf b,
perlu diatur tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan
tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah;

d. bahwa ...



Mengingat

Menetapkan :

-2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi

Pemerintah.

: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

MEMUTUSKAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI
LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal 1

Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan
Instansi Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai
pedoman bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam
penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara
terbuka.

Pasal 3

Setiap instansi Pemerintah wajib menerapkan prinsip dan
menghindari praktek yang dilarang dalam sistem merit pada
setiap pelaksanaan pengisian jabatan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
sampai dengan ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur
tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka.

Agar ...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 477
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,

JHUuryatman



Lampiran I PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI DI
LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAH

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH

I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa Pengisian jabatan
pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan
lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan
secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan
syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan,
rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang
dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan dilakukan pada tingkat nasional.

Sedangkan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan
secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan
syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan,
rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau
antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang dipertajam
dengan rencana aksi 9 (Sembilan) Program Percepatan Reformasi
Birokrasi salah satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi PNS
secara terbuka. Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang
dilakukan melalui pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif
dengan didasarkan pada sistem merit. Dengan sistem merit tersebut,
maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan
Manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,
status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Untuk itu dalam
rangka pengisian jabatan tinggi harus pula memperhatikan 9 (sembilan)
prinsip dalam sistem merit, yaitu:

1. melakukan ...
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1. melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkan kompetisi
yang terbuka dan adil,

2. memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara adil dan
setara;

3. memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang
setara dan menghargai kinerja yang tinggi,

4. menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan
kepedulian untuk kepentingan masyarakat;

5. mengelola Pegawai Aparatur Sipil Negara secara efektif dan efisien;

6. mempertahankan atau memisahkan Pegawai Aparatur Sipil
berdasarkan kinerja yang dihasilkan;

7. memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara;

8. melindungi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari pengaruh-pengaruh
politis yang tidak pantas/tepat;

9. memberikan perlindungan kepada Pegawai Aparatur Sipil dari
hukum yang tidak tidak adil dan tidak terbuka.

Selain itu, terdapat 4 (empat) kategori yang dilarang dalam pelaksanaan
kepegawaian, yaitu diskriminasi, praktek perekrutan yang melanggar
sistem merit, upaya melakukan pembalasan terhadap kegiatan-kegiatan
yang dilindungi (termasuk kepada peniup peluit/whistleblower), dan
pelanggaran terhadap berbagai peraturan yang berdasarkan prinsip-
prinsip sistem merit. Keempat kategori tersebut di atas apabila
dijabarkan, maka praktek kepegawaian yang dilarang dalam sistem
merit adalah sebagai berikut:

1. melakukan tindakan diskriminasi terhadap Pegawai Aparatur Sipil
Negara atau calon Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan suku,
agama, ras, agama, jenis kelamin, asal daerah, usia, keterbatasan
fisik, status perkawinan atau afiliasi politik tertentu;

2. meminta atau mempertimbangkan rekomendasi kerja berdasarkan
faktor-faktor lain selain pengetahuan atau  kemampuan yang
berhubungan dengan pekerjaan;

memaksakan aktivitas politik kepada seseorang;

4. menipu atau melakukan kegitan dengan sengaja dengan
menghalangi seseorang siapapun juga dari persaingan untuk
mendapatkan pekerjaan;

5. mempengaruhi orang untuk menarik diri dari persaingan dalam
upaya untuk meningkatkan atau mengurangi prospek kerja dari
seseorang;

6. memberikan preferensi yang tidak sah atau keuntungan kepada
seseorang untuk meningkatkan atau mengurangi prospek kerja dari
seorang calon Pegawai Aparatur Sipil Negara;

7. melakukan ...
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7. melakukan praktek nepotisme, antara lain mengontrak,
mempromosikan dan mendukung pengangkatan atau promosi
saudara atau kerabat sendiri;

melakukan pembalasan terhadap Peniup Peluit (whistleblower);

9. mengambil atau gagal mengambil tindakan terhadap Pegawai
Aparatur Sipil Negara atau Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
yang mengajukan banding, keluhan atau pengaduan dengan atau
tanpa memberikan informasi yang menyebabkan seseorang
melanggar peraturan;

10. melakukan diskriminasi berdasarkan perilaku seseorang yang tidak
berkaitan dengan pekerjaan dan tidak mempengaruhi kinerja dari
Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Calon Aparatur Sipil Negara;

11. mengambil atau gagal mengambil tindakan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang jika mengambil atau gagal mengambil
tindakan tersebut akan melanggar hukum atau aturan lainnya yang
berkaitan langsung dengan pelanggaran prinsip-prinsip sistem
merit;

12. melaksanakan atau memaksakan kebijakan atau keputusan
tertutup/kurang terbuka yang terkait dengan hak-hak Peniup
Peluit/ whistleblower.

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, guna
lebih menjamin pejabat pimpinan tinggi memenuhi kompetensi jabatan
yang diperlukan oleh jabatan tersebut, perlu dilakukan pengaturan
mengenai tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka
berdasarkan sistem merit, dengan mempertimbangkan kesinambungan
karier PNS yang bersangkutan.

. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusun Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di
lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagai pedoman bagi instansi
pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pengisian jabatan
pimpinan tinggi utama, madya dan pratama secara terbuka.

Tujuannya adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan
tinggi utama, madya dan pratama yang transparan, objektif, kompetitif
dan akuntabel.

. SASARAN

Sasaran disusunnya Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di
lingkungan Instansi Pemerintah ini adalah terpilihnya calon pejabat
pimpinan tinggi utama, madya dan pratama pada instansi pemerintah
pusat dan daerah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan
sistem merit.

D. Ruang ...



D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di
lingkungan Instansi Pemerintah meliputi pengaturan persiapan,
pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan promosi
terbuka jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah pusat dan

daerah.

E. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan
Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,
dan nepotisme.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada
instansi pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-
kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan
lembaga non-struktural.

11. Instansi ...



11. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat
daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah,
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan
lembaga teknis daerah.

12. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non-
struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

13. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil
dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras,
warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan,
umur, atau kondisi kecacatan.

II. TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

Dalam melakukan pengisian lowongan jabatan pimpinan tinggi secara
terbuka dilakukan tahapan sebagai berikut:

A. Persiapan
1. Pembentukan Panitia Seleksi

a. Panitia Seleksi dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di
Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan berkoordinasi Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN).

b. Dalam hal KASN belum terbentuk maka:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat berkoordinasi
dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Intansi Daerah berkoordinasi
dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

c. Panitia Seleksi terdiri atas unsur :
1) pejabat terkait dari lingkungan instansi yang bersangkutan;

2) pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas
jabatan yang lowong;

3) akademisi/pakar/profesional.

d. Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 memenuhi
persyaratan:

1) memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan
jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong; dan

2) memiliki ...
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2) memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;

e. Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 orang dan
paling banyak 9 orang.

f. Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling
banyak 45%.

g. Panitia seleksi melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim
penilai kompetensi (assessor) yang independen dan memiliki
pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah.

2. Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang lowong.
B. Pelaksanaan
1. Pengumuman lowongan jabatan:

a. Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi agar
diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui
papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik
(termasuk media on-line/internet).

b. Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari
kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.

c. Pengumuman tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1) pada Instansi Pusat:

a) untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi utama dan madya
(setara dengan eselon Ia dan Ib) diumumkan terbuka dan
kompetitif kepada seluruh instansi secara nasional;

b) untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama (setara
dengan eselon Ila dan IIb) diumumkan secara terbuka dan
kompetitif paling kurang pada tingkat pada tingkat
kementerian yang bersangkutan;

c) Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan
pratama pada kementerian/lembaga dilakukan secara
terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan
memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan,
dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) pada Instansi Pemerintah Provinsi :

a) untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya diumumkan
terbuka dan kompetitif kepada instansi lain paling kurang
pada tingkat Provinsi;

b) untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan
secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat
kabupaten/kota yang bersangkutan, dan/atau
antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;

C) pengisian ...



3)

-7 -

c) pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama pada
Instansi Pemerintah Provinsi dilakukan secara terbuka dan
kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan
latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta
persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

pada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota:

a) untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan
secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat
kabupaten/kota yang bersangkutan, dan/atau
antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi,

b) pengisian jabatan pimpinan pratama pada Instansi
Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara terbuka dan
kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan
latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta
persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

d. Dalam pengumuman tersebut harus memuat :

1)
2)

nama jabatan yang lowongan;

persyaratan administrasi antara lain :

a) surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
b) fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki;

c) fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang
dilamar

d) fotokopi SPT tahun terakhir;
e) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir;
f) riwayat hidup (CV) lengkap.

persyaratan integritas yang dibuktikan dengan
penandatanganan Pakta Integritas (format terlampir);

batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan
kelengkapan administrasi;

tahapan, jadwal dan sistem seleksi;

alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang
dapat dihubungi;

prosedur lain yang diperlukan;

persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang
jabatan yang lowong;

pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan
dilamar minimal S tahun;

10) lamaran ...
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10) lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;

11) pengumuman ditandantangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau
Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia
Seleksi.

2. Seleksi Administrasi :

a.

Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang
mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat Panitia
Seleksi.

Penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat pejabat pimpinan tinggi
yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi
berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan
tinggi.

. Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan

perundang-undangan dan peraturan internal instansi yang
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.

Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif
antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan
latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain
yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.

. Dapat Dilakukan secara online bagi pengumuman pelamaran

yang dilakukan secara online;

Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia
Seleksi.

3. Seleksi Kompetensi :

a.

Dalam melakukan penilaian Kompetensi Manajerial diperlukan
metode :

1) untuk jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama,
menggunakan metode assessment center sesuai kebutuhan
masing-masing instansi;

2) untuk daerah yang belum dapat menggunakan metode
assessmen center secara lengkap dapat menggunakan metode
psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus atau
presentasi;

3) standar kompetensi manajerial disusun dan ditetapkan oleh
masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat
dibantu oleh assessor;

4) kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi.

. Dalam melakukan penilaian Kompetensi Bidang dengan cara :

1) Menggunakan metode tertulis dan wawancara serta metode
lainnya;

2) Standar kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan oleh
masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat
dibantu oleh assessor.

c. Standar ...
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Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang ditetapkan
oleh masing-masing instansi mengacu pada ketentuan yang ada
atau apabila belum terpenuhi dapat ditetapkan sesuai kebutuhan
jabatan di instansi masing-masing.

Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai
Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

4. Wawancara Akhir:

a.
b.

Dilakukan oleh Panitia Seleksi
Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar
sesuai jabatan yang dilamar.

. Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang

mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter.

. Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna

(user) dari jabatan yang akan diduduki.

S. Penelusuran (Rekam Jejak) Calon:

a.

f.

Dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman
untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar.

Menyusun instrumen/ kriteria penilaian integritas sebagai bahan
penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur
integritasnya.

Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan
klarifikasi dengan instansi terkait.

Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja

termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan
lingkungan terkait lainnya

. Menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam

jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan
pengetahuan teknis intelejen.

Melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika
diperlukan.

6. Hasil Seleksi:

a.

b.

Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan
menyusun peringkat nilai;

Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada
peserta seleksi;

Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian;

Peringkat nilai yang disampaikan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian bersifat rahasia.

Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi
utama dan madya (setara dengan eselon Ia dan Ib) dan memilih
sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk
disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
(Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur).

f. Pejabat...
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f. Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri/Pimpinan Lembaga/
Gubernur) mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih
Panitia Seleksi kepada Presiden.

g. Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi
pratama (setara dengan eselon Ila dan IIb) dan memilih sebanyak
3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan
kepada Pejabat yang berwenang.

h. Pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang
telah dipilih Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
(Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota).

i. Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang
dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi kecuali
untuk jabatan yang serumpun.

. Tes Kesehatan dan psikologi:

a. Tes kesehatan dan psikologi dapat dilakukan bekerjasama dengan
unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi ;

b. Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji
kesehatan dan psikologi.

Pembiayaan:

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi pengisian
jabatan pimpinan tinggi, agar instansi pusat dan instansi daerah
merencanakan dan menyiapkan anggaran yang diperlukan secara
efisien pada DIPA masing-masing.

C. Monitoring dan evaluasi

1.

Kandidat yang sudah dipilih dan  ditetapkan (dilantik) harus
diberikan orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan
pejabat yang berwenang selama 1 (satu) bulan;

. status kepegawaian bagi kandidat yang terpilih berasal dari instansi

luar ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai peraturan
perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan
evaluasi kinerja;

. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah menyampaikan

laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi
secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada:

a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
bagi Instansi Pusat;

b. Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, bagi Intansi Daerah.

D. Apabila di lingkungan internal instansi tidak terdapat SDM yang
memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, instansi

dapat pula menyelenggarakan promosi jabatan secara terbuka bagi

Jabatan Administrator, Pengawas atau jabatan strategis lainnya sesuai

dengan kebutuhan instansi masing-masing.

E. Pejabat ...
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. Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah memasuki batas usia pensiun per-1
Februari 2014 tetapi diperpanjang karena pemberlakuan Undang-
Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat
dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan
jabatan yang diduduki.

. Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun
atau lebih setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan penilaian kembali terkait
dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.

. Dikecualikan dari ketentuan huruf E dan F bagi Pejabat Pimpinan
Tinggi yang akan pensiun kurang dari 6 (enam) bulan untuk menduduki
jabatan sampai dengan memasuki batas usia pensiun jabatan pimpinan
tinggi.

. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menyampaikan permohonan
kepada Presiden untuk membuka kesempatan bagi nonPNS, Prajurit
TNI dan Anggota POLRI mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif
jabatan-jabatan tertentu sesuai peraturan perundangan.

Pengawasan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Utama, Madya dan Pratama sebelum terbentuknya KASN dilakukan
oleh:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
pada Instansi Pusat;

2. Menteri Dalam Negeri, pada Instansi Daerah.

. Rekomendasi hasil pelaksanaan pengawasan disampaikan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian oleh :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
pada Instansi Pusat;

2. Menteri Dalam Negeri, pada Instansi Daerah dengan tembusan
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

. Rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf I
bersifat mengikat.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AZWAR ABUBAKAR



SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAST
REFUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUEKA DAN
KOMPETITIF DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAS] REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kejelasan tentang
pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara
terbuka dan kompetitif yang harus dilaksanakan oleh
berbagai instansi pemerintah, perlu pengaturan lebih
lanjut tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara
terbuka dan kompetitif di lingkungan instans
pemerintah;

b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah
sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;



Mengingat

Menetapkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan

Instansi Pemerintah;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).

MEMUTUSKAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN
KOMPETITIF DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal 1
Ketentuan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka
dan kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan
kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan
sebagai pedoman bagi instansi pemerintah pusat dan daerah
dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi

secara terbuka dan kompetitif.



Pasal 3
Setiap instansi Pemerintah wajib menerapkan prinsip dan
menghindari praktek yang dilarang dalam sistem merit pada

setiap pelaksanaan pengisian jabatan.

Pasal 4
Instansi Pemerintah yang sedang melaksanakan pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pemerintah sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diproses berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di

Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 477), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2019

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ted

SYAFRUDDIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ABASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 835

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Kﬁmunika;_:_i,_ dan Informasi Publik,

Mudzakir

=
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Lampiran

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA
DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN
KOMPETITIF DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

L. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya pada kementerian,
lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga
negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan
secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan
memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan,
pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta
persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dilakukan pada tingkat
nasional.

Sedangkan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama
dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan
memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan,
pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta
persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif
pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu)

provinsi.



Hal ini tentunya sejalan dengan Program Percepatan Reformasi
Birokrasi salah satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi
PNS secara terbuka. Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka
yang dilakukan melalui pengisian jabatan yang lowong secara
kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit. Dengan sistem
merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada
kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan
tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama,
asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi
kecacatan. Untuk itu dalam rangka pengisian jabatan tinggi harus
pula memperhatikan 9 (sembilan) sistem merit, meliputi kriteria:

1. seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan,;

2. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;

3. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;

4. memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan,
pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang
diperoleh dari manajemen talenta;

5. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan
pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan
kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;

8. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan
penyalahgunaan wewenang; dan

9. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi
dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.

Selain itu, dalam praktek kepegawaian dilarang dalam pelaksanaan

sistem merit antara lain:

1. melakukan tindakan diskriminasi terhadap Pegawai Aparatur
Sipil Negara atau calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
berdasarkan suku, agama, ras, agama, jenis kelamin, asal
daerah, usia, keterbatasan fisik, status perkawinan atau afiliasi
politik tertentu;

2. melakukan diskriminasi berdasarkan perilaku seseorang yang

tidak berkaitan dengan pekerjaan dan tidak mempengaruhi



10.

kinerja dari Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Calon Aparatur
Sipil Negara;

meminta atau mempertimbangkan rekomendasi kerja
berdasarkan faktor-faktor lain selain pengetahuan atau
kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan;
memaksakan aktivitas politik kepada seseorang;

menipu atau melakukan kegitan dengan sengaja dengan
menghalangi seseorang siapapun juga dari persaingan untuk
mendapatkan kesempatan berkarier dalam pelaksanaan
tugasnya;

mempengaruhi orang untuk menarik diri dari persaingan dalam
upaya untuk meningkatkan atau mengurangi prospek kerja dari
seseorang;

memberikan preferensi yang tidak sah atau keuntungan kepada
seseorang untuk meningkatkan atau mengurangi kesempatan
bekerja dari seorang calon Pegawai Aparatur Sipil Negara;
melakukan praktek nepotisme, antara lain mengontrak,
mempromosikan dan mendukung pengangkatan atau promosi
saudara atau kerabat sendiri;

mengambil atau gagal mengambil tindakan terhadap Pegawai
Aparatur Sipil Negara atau Calon Aparatur Sipil Negara yang
mengajukan banding, keluhan atau pengaduan dengan atau
tanpa memberikan informasi yang menyebabkan seseorang
melanggar peraturan;

mengambil atau gagal mengambil tindakan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang jika mengambil atau gagal
mengambil tindakan tersebut akan melanggar hukum atau
aturan lainnya yang berkaitan langsung dengan pelanggaran
prinsip-prinsip sistem merit;

Di lain pihak dengan telah diundangkan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil lebih

menguatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan

secara terbuka dan kompetitif baik untuk instansi pusat maupun

daerah.

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas,

guna lebih menjamin pejabat pimpinan tinggi memenuhi persyaratan

jabatan yang diperlukan oleh jabatan tersebut, perlu dilakukan



pengaturan mengenai tata cara dan persyaratan pengisian jabatan

pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif berdasarkan sistem

merit, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier PNS yang
bersangkutan.

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusun Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di

lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagai pedoman bagi

instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan
pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama secara
terbuka dan kompetitif.

Tujuannya adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan

tinggi utama, madya dan pratama secara transparan, objektif,

kompetitif dan akuntabel.

SASARAN
Sasaran disusunnya Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di

lingkungan Instansi Pemerintah ini adalah terpilihnya calon pejabat

pimpinan tinggi utama, madya dan pratama pada instansi
pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kompetensi yang
dibutuhkan berdasarkan sistem merit.

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di

lingkungan Instansi Pemerintah meliputi pengaturan persiapan,

pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan promosi
terbuka jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah pusat dan
daerah.

PENGERTIAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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11.
12.

13.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang
berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja
untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan
Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika
profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah
sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat PPT adalah
Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutmya disingkat PyBadalah
pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN
dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-
kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga Nonstruktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat
daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas

daerah, dan lembaga teknis daerah.
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14. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga

Nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik
yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian

jabatan pimpinan tinggi.

15. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang

berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara
adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang
politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status

pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

II. TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

A. Persiapan

1. Penetapan Jabatan Yang Lowong

Dalam melakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka

dan kompetitif dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong di

lingkungan instansi Pemerintah, dikarenakan pejabat pimpinan tinggi

pada instansi tersebut:

a.
b.

C.

5 o0a 0

[y

pensiun;

meninggal dunia;

mengundurkan diri;

dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan
jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian PNS tidak atas
permintaan sendiri dan pemberhentian PNS dengan tidak hormat;
diangkat dalam jabatan lain;

diberhentikan sementara dari PNS;

diberhentikan karena tidak mencapai kinerja;

ditugaskan secara penuh di luar JPT;

menjalani cuti di luar negara;

diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari reorganisasi
dimana yang bersangkutan tidak memiliki kesesuaian antara

tugas jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.

2. Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Seleksi

a.

Instansi harus menyusun dokumen perencanaan yang meliputi:

1) penentuan JPT yang akan diisi, terkait dengan nama jabatan
dan deskripsi tugasnya yang akan diisi/lowong;

2) Kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing
jabatan yang akan diisi/lowong;

3) pembentukan panitia seleksi;



4)
5)
6)

7)
8)
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penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi;
penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan
pengisian JPT; dan

Konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran;
Instansi menyampaikan dokumen perencanaan kepada KASN

sebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat rekomendasi.

3. Panitia Seleksi

a. Tugas

1) menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;

2) menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;

3) menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan
pengisian;

4) menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi
kompetensi;

5) mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;

6) melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan

7) menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada
PPK.

b. Persyaratan

1) memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan
jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;

2) memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;

3) tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan
dengan surat pernyataan bermaterai 6000;

4) tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;

5) memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri
dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas;
dan

6) menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh
KASN.

c. Pembentukan

1) Panitia seleksi untuk JPT Madya dan JPT Pratama dibentuk
oleh PPK.

2) Panitia seleksi untuk JPT Utama JPT Madya tertentu dibentuk

oleh Presiden.
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4)

5)
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Dalam membentuk panitia seleksi, PPK Instansi Pusat dan

Instansi Daerah berkoordinasi dengan KASN.

Koordinasi KASN dilakukan dalam bentuk usulan susunan

anggota panitia seleksi dengan melampirkan biodata.

Panitia seleksi terdiri atas unsur:

a) pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan Instansi
Pemerintah yang bersangkutan;

b) pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang
terkait dengan bidang tugas Jabatan yang lowong
kebutuhan kompetensi teknis tertentu; dan

c) akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai
keahlian terkait jabatan yang akan diisi.

d) Untuk Panitia Seleksi dari internal harus memiliki
kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi.

e) Khusus untuk jabatan pimpinan tinggi Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota, Panitia Seleksi dapat diangkat dari
Pemerintah Provinsi yang bersangkutan, dan jabatan
pimpinan tinggi Sekretaris Daerah Provinsi, Panitia Seleksi
dapat diangkat dari kementerian terkait.

f) Panitia seleksi berjumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima)
orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan
perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal
paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus(persen))

g) Panitia seleksi melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim
penilai kompetensi (assessor) yang independen, bersertifikat
dan memiliki pengalaman di bidangnya.

h) Badan Kepegawaian Negara melakukan standardisasi
terhadap assesmen center instansi pemerintah dan
menetapkan lembaga serta assessor yang memenuhi standar
untuk melakukan assesmen.

i) Panitia seleksi mendiskusikan kembali/memantapkan
standar kompetensi jabatan yang lowong bersama PyB dan
assessor.

j) Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi dibantu oleh
sekretariat yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang

membidangi urusan kepegawaian.
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k) Sekretariat panitia seleksi memiliki tugas memberikan

dukungan administratif kepada panitia seleksi.

B. Pelaksanaan

1. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

(JPT)

a. PNS Pusat dan Daerah
1) JPT Utama :

a)

b)

f)
g)

memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana
atau diploma IV;

memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,
dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang
terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF
jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas
yang baik;

usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan

sehat jasmani dan rohani;

2) JPT Madya :

a)

b)

f)
g)

memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana
atau diploma IV;

memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,
dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang
terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;

sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF
jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas
yang baik;

usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan

sehat jasmani dan rohani;

3) JPT Pratama:
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a) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana
atau diploma IV;

b) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,
dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

c) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang
terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama S (lima) tahun;

d) sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator
atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua)
tahun;

e) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas
yang baik;

f) usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan

g) sehat jasmani dan rohani;

b. Non PNS

1) JPT Utama :

a)
b)

)

d)

g)

h)

j)

warga negara Indonesia;

memiliki  kualifikasi pendidikan paling rendah
pascasarjana;

memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,
dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang
terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling singkat 15 (lima belas) tahun di bidang
teknis dan manajerial;

tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;

memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas
yang baik;

usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;

sehat jasmani dan rohani; dan

tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari

PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota
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Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai swasta;
dan
2) JPT Madya :

a) warga negara Indonesia;

b) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah
pascasarjana;

c) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,
dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi Jabatan yang dibutuhkan;

d) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang
terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun di bidang
teknis dan manajerial;

e) tidak menjadi anggota/pengurus partai politik paling
singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;

f) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;

g) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas
yang baik;

h) usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;

i) sehat jasmani dan rohani; dan

j) tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari
PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai
swasta; dan

c. Tata cara dan persyaratan prajurit Tentara Nasional Indonesia
dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan
mengisi JPT tertentu diatur oleh Panglima Tentara Nasional
Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
dengan mengacu kepada Undang-Undang Tentara Nasional
Indonesia dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

2. Rekruitmen Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

a. Ketentuan dan Persyaratan Pengumuman
1) Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi wajib

diumumkan secara terbuka melalui media cetak nasional

dan/atau media elektronik (termasuk media on-
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line/internet) dan dapat ditambah pengumuman dalam
bentuk surat edaran melalui papan pengumuman.

Selain itu, pengumuman dilakukan pula melalui Portal
Nasional Seleksi JPT yang berada pada website Sistem
Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) KASN.

Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas)
hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan
lamaran.

Apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang,
pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua)
kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

Setelah 2 (dua) kali diperpanjang namun pelamar hanya
berjumlah 3 (tiga) orang, KASN dapat memberikan

rekomendasi untuk dilakukan proses seleksi.

Dalam pengumuman tersebut harus memuat :

1)
2)

3)

4)

S)

6)
7)

nama jabatan yang lowong;

persyaratan administrasi antara lain :

a) surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan
bermaterai;

b) fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki;

c) fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan
yang dilamar

d) fotokopi SPT tahun terakhir;

e) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir;

f) riwayat hidup (CV) lengkap;

g) fotokopi LHKASN/LHKPN.

kualifikasi/jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang

jabatan yang lowong dan standar kompetensi jabatan yang

lowong;

persyaratan integritas yang dibuktikan dengan

penandatanganan Pakta Integritas;

batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan

kelengkapan administrasi;

tahapan, jadwal dan sistem seleksi;

alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang

dapat dihubungi;

prosedur lain yang diperlukan;
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pengalaman jabatan sesuai dengan jabatan yang lowong;

10) lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;

11) pengumuman ditandantangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

c. Pengumumam Lowongan Jabatan pada Instansi Pusat

1)

2)

untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi utama dan madya
diumumkan terbuka dan kompetitif kepada seluruh
instansi secara nasional,

untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama
diumumkan secara terbuka dan kompetitif paling kurang
pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1
(satu) provinsi.

Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan
pratama pada kementerian/lembaga dilakukan secara
terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan
memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan,
dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, selain memiliki
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan
latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, yang
bersangkutan juga harus memenuhi persyaratan sedang
atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya
atau jabatan fungsional ahli utama dan memiliki
pengalaman menduduki jabatan pimpinan tinggi madya
atau jabatan fungsional ahli utama tersebut paling kurang

2 (dua) tahun.

d. Pengumumam Lowongan Jabatan pada Pemerintah Provinsi

1)

2)

3)

untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya diumumkan
terbuka dan kompetitif seluruh instansi secara nasional;
untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan
secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat
tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu)
provinsi.

pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama
pada Instansi Pemerintah Provinsi dilakukan secara

terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan
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memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan,
dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pengumumam Lowongan Jabatan pada Kabupaten/Kota

1)

untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan
secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat
nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu)
provinsi.

pengisian jabatan pimpinan pratama pada Instansi
Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara terbuka dan
kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan
latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta
persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

a. Pelamaran

1)

2)

4)

Pelamaran pengisian JPT disampaikan kepada panitia
seleksi.

Pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus
direkomendasikan oleh PPK instansi bagi JPT Utama dan
Madya, serta PyB instansi bagi JPT Pratama atas
persetujuan PPK.

Selain pelamaran yang dilakukan PNS, panitia seleksi
dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk
diikutsertakan di dalam seleksi.

Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang
memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi, PNS yang
bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK

instansinya.

b. Penelusuran Rekam Jejak

1)

Penelusuran (rekam jejak) dapat dilakukan melalui evaluasi
terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan
yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas
jabatan yang meliputi:

a) jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
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b) latar belakang pendidikan formal;

c) pendidikan dan  pelatihan kepemimpinan dan
teknis/fungsional yang pernah diikuti;

d) prestasi yang menonjol salama melaksanakan tugas;

e) integritas yang dimiliki.

Menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai

bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk

mengukur integritasnya.

Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan

klarifikasi dengan instansi terkait.

Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja

termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan

lingkungan terkait lainnya

Menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran

rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki

kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen.

Melakukan wuji publik bagi jabatan yang dipandang

strategis jika diperlukan.

Seleksi Administrasi

1)

3)

4)

S)

Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang
mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat Panitia
Seleksi.

Penetapan paling kurang 3 (tiga) calon pejabat pejabat
pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi
untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu)
lowongan jabatan pimpinan tinggi.

Dalam hal penetapan minimal calon sebagaimana tersebut
pada huruf b tidak terpenuhi, maka seleksi dapat
diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan
setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi
KASN.

Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas
peraturan perundang-undangan dan peraturan internal
instansi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian masing-masing.

Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan

objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan,
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pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas
serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang
akan diduduki.

Bagi pengumuman pelamaran yang dilakukan secara
online maka pengumuman hasil seleksi administrasi dapat
pula dilakukan secara online;

Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua

Panitia Seleksi.

Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural

Dalam melakukan penilaian kompetensi manajerial dan sosial

kultural diperlukan metode :

1)

4)

untuk jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama,
menggunakan metode assessment center atau metode
lainnya sesuai kebutuhan masing-masing instansi;

untuk daerah yang belum dapat menggunakan metode
assessmen center secara lengkap dapat menggunakan
metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus
atau presentasi;

standar kompetensi manajerial disusun dan ditetapkan
oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan
dapat dibantu oleh assessor;

kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi dan

dapat dibantu oleh assessor.

Seleksi Kompetensi Bidang

1)

2)

Dalam melakukan penilaian Kompetensi Bidang dengan

cara :

a) menggunakan metode tertulis dan wawancara atau/dan
metode lainnya;

b) standar kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan
oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan
dan dapat dibantu oleh assessor.

Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang

ditetapkan oleh masing-masing instansi mengacu pada

ketentuan yang ada atau apabila belum terpenuhi dapat
ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan di instansi masing-

masing.
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Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim
Penilai Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural kepada

Panitia Seleksi.

Wawancara Akhir

S)

Dilakukan oleh Panitia Seleksi.

Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang
terstandar sesuai jabatan yang dilamar.

Wawancara Dbersifat klarifikasi/pendalaman terhadap
pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan
sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan
pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan
terkini.

Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur
pengguna (user) dari jabatan yang akan diduduki atau
dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam
menggali potensi pelamar.

Nara sumber dalam wawancara akhir tidak memiliki

kewenangan dalam memberikan penilaian.

Tes Kesehatan

1)

2)

Tes kesehatan dapat dilakukan bekerjasama dengan unit
pelayanan kesehatan pemerintah;
Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan

hasil uji kesehatan.

Kriteria dan Metode Penilaian

Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi

Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi, yaitu:

1)
2)
3)
4)

Penulisan makalah dengan jumlah bobot (15% s.d. 20%);
Assesmen center dengan jumlah bobot (20% s.d. 25%);
Wawancara dengan jumlah bobot (30% s.d. 35%);

Rekam jejak dengan jumlah bobot (15% s.d. 20%).

Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

1)

2)

Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi
yang meliputi administrasi/rekam jejak, kompetensi
manajerial, sosial kultural dan teknis serta wawancara
akhir sebagai bahan menyusun peringkat nilai;

Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap

kepada peserta seleksi;
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3) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian;

4) Peringkat nilai yang disampaikan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian bersifat rahasia.

S5) Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan
tinggi utama dan madya (setara dengan eselon Ia dan Ib)
dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri/Pimpinan
Lembaga/Gubernur).

6) Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri/Pimpinan
Lembaga/ Gubernur) mengusulkan 3 (tiga) nama calon
yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Presiden.

7) Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan
tinggi pratama (setara dengan eselon Ila dan IIb) dan
memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada
Pejabat yang berwenang.

8) Pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon
yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian  (Menteri/Pimpinan  Lembaga/Gubernur/
Bupati/Walikota).

9) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan
jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi
Panitia Seleksi.

10) Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa
Berita Acara, Keputusan Pansel, nilai pada setiap tahapan
seleksi dan hasil assessmen Lkepada KASN untuk
mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.

11) 3 (tiga) calon PPT terpilih dimasukkan dalam Portal Sijapti
KASN.

4. Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
Persyaratan usia paling tinggi untuk diangkat dalam jabatan
pimpinan tinggi adalah usia pada saat diangkat dalam jabatan
pimpinan tinggi tersebut oleh PPK, kecuali bagi jabatan pimpinan
tinggi yang ditetapkan oleh Presiden.

5. Perpanjangan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
a. Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan pimpinan

tinggi dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun.



i.

-23 -

Setelah S5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pejabat
pimpinan tinggi, PPK dapat memperpanjang masa jabatan yang
bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi
terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan
mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian yang terdiri dari 1 (satu) orang dari
eksternal dan 2 (dua) orang dari internal, dan dilakukan 3
(tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Untuk pejabat pimpinan tinggi utama dan madya yang
diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut
pada huruf b, maka PPK melaporkan hasilnya kepada
Presiden.

Untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang diperpanjang
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf
b, maka PPK menetapkan Surat Keputusan perpanjangan/
pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.

Pejabat pimpinan tinggi setelah menduduki jabatan paling
lama S (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke jabatan
pimpinan tinggi yang setara atau jabatan fungsional yang
setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi.
Pejabat pimpinan tinggi yang tidak diperpanjang ditempatkan
pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi
yang bersangkutan.

Pejabat pimpinan tinggi sebagaimana tersebut pada huruf g
dapat mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif kembali untuk
jabatan lainnya.

Pelaksanaan perpanjangan JPT agar dikoordinasikan dan

dilaporkan kepada KASN.

6. Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

a.

b.

C.

Mencapai batas usia pensiun dalam jabatannya;

Melakukan pelanggaran disiplin berat serta integritas dan
moralitas;

Tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1
(satu) tahun pada suatu jabatan dan setelah 6 (enam) bulan
diberikan kesempatan tidak dapat memperbaiki kinerjanya

serta tidak lulus uji kompetensi;
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d. Tidak memenuhi syarat jabatan pimpinan tinggi.

7. Laporan Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah menyampaikan
laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi
secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada:

a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, bagi Instansi Pusat;

b. Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, bagi Intansi Daerah.

C. Monitoring dan Evaluasi

1. Pengawasan Pelaksanaan Seleksi JPT

a. Pengawasan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi Utama, Madya dan Pratama dilakukan oleh KASN, yang
meliputi tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi
mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman
lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon,
penetapan, dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi.

b. Kandidat yang terpilih ditetapkan dengan dilakukan
monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-
undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan
evaluasi kinerja;

2. Rekomendasi Hasil Pengawasan oleh KASN
a. Wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh pejabat pembina

kepegawaian dan pejabat yang berwenang.

b. Terhadap hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN
merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi terhadap
pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang
yang melanggar prinsip sistem merit sesuai peraturan
perundang-undangan.

c. Rekomendasi hasil pengawasan KASN bersifat mengikat.

[II. KETENTUAN LAIN-LAIN
A. Pengecualian bagi Kementerian/Lembaga/Daerah yang  telah
Menerapkan Sistem Merit:
1. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah
menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN
dikecualikan dari pengisian JPT secara kompetitif dan terbuka

setelah mendapatkan persetujuan KASN.
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2. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah
menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN
sebagaimana tersebut pada angka 1 wajib melaporkan secara
berkala sesuai dengan ketetapan KASN untuk mendapatkan
persetujuan baru.

. Pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah yang telah Menerapkan

Sistem Merit

1. Kementerian PANRB dan KASN serta Instansi terkait melakukan
penilaian sistem merit pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah.

2. Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang
telah menerapkan sistem merit diatur dan ditetapkan oleh Menteri.

. Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti seleksi terbuka dan

kompetitif dan dinyatakan lulus assessment, namun tidak dapat

mengikuti tes lanjut, maka hasil assessment tersebut dapat digunakan
untuk seleksi berikutnya paling lama 3 (tiga) tahun. Salain itu, Pansel
dapat mempertimbangkan ASN yang telah memenuhi syarat Diklat

Kepemimpinan dalam jabatan yang dilamar untuk tidak mengikuti

assessment.

. Pengisian JPT yang diamanatkan untuk berkonsultasi dengan

pimpinan selain PPK, dilakukan setelah proses seleksi dan

mendapatkan 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi.

. Pengisian jabatan melalui mutasi/rotasi antar jabatan yang setingkat

pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan dengan

membentuk Panitia Seleksi serta melaporkan kepada KASN, dengan
memperhatikan:

1. kesesuaian antara kualifikasi dan kompetensi jabatan dengan
kualifikasi dan kompetensi pejabat;

2. kinerja pejabat yang bersangkutan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi pengisian jabatan

pimpinan tinggi, agar instansi pusat dan instansi daerah

merencanakan dan menyiapkan anggaran yang diperlukan secara

efisien pada DIPA masing-masing.
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MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
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BADAN KEPFEGAWAIAN NEGARA

Y¥th. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Inslansi Pusat; dan
Z2 Peabat Permbina Kepegawaian Instansi Dasrah.

SURAT EDARAN
NORMOR 2ISEMNNR201S
TENTANG
KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS
CALANM ASFEK KEPEGAWAIAN

1. Dasar
Undang-Undang Nomer £ Tabun 2014 tentang Aparatur Stpil Megara;
. Undang-Undang Momar 30 Tahun 2044 tentang Admimslras Pemerintahan
dan
¢. Peraturan Pemerinfah Momor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawal
Megar Sipil.

2. Maksud dan Tujan

Maksud dan Tupuan ditetapkan Surat Edaran ini yaity-

a. menjadi pedarnan bagi lnstansi Pemenntah datam melakokan penunjukan
Felaksana Hanan dan Pelaksans Tugas sehingga proses kera dapat tetap
berjalan efekhl meskipun pejabat definitf berhalangan; dan

b. menenlukan batas kewenangan Pelakzana Hanan dan Pelaksana Tugas.

4 lgi Hurar Edaran
g. Berkenaan dengan kewsnangan Pelaksana Hanan dan Felaksana Tugas, dapat
kami sampaikan hal-hal sebagai benkut:
1) Dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (21, dan ayat (7 Undang-Undang Nomar 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan anlara lain ditentukan
bahwar



a)

3]

aj

b}

Badan danfatau Pejabal Pemerintahan memperaleh Mandat apabila:

(1) dilugaskan cleh Badan daniatau Pejabal Pemerintahan di
atasnya; dan

(2] merygakan pelaksanaan tugas rutin,

Fejabat yang melaksanakan tugas rutin lerdin atas:

(1) Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat
defimbf yang berhalangan sementara; dan

(&) Pelaksana Tunas yang melaksanakan tugas ralin dar pejabat
defintf yang berhalangan tetap

Badan danfatau pejabal pemerimahan yang mempearaleh wawenang

melalur mandat fidak bervenzng mengambil kepolusan danfatau

tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan

status hukurm pada aspek orgamsasi Kepegawaian dan atokas

anggaran.

Dalam penjelasan Fa=al 14 ayat (7) Undang-Undang Momor 30 tahun

2074 tenkang Administrasi Pemerintahan antara lain ditentukan babwa:

8]

&}

yang dmaksud dengan "kepulusan dan ataw tindakan yang bersifat
strateqiz” adalah keputusan Jan atau Undakan yang memilki dampak
besar seperti penetapan perubahan rencana stralegis dan rencana
kana pemenntah.

yang dimaksud dengan "perubahan status hukum kepegawaian”
acddalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pagawai,

Dalam Paszal G7 dan Pasal 107 Peraluran Pemernntab Mamer 11 Tahun

2017 tentang Manajernen Pagawai MNegen Sipll antara lain dilentukan

bahwa:

al

b}

c)

Fejabal Fungswenal berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat pimpinan bnggi pratama. pejabat
adrministrator, atay pejabat pengawas yang memihki kelerkaitan
dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsicnal

JPT madya atay JF jenjang ahli utama dapat mengisi JPT uama
sEpanjang memenuhi persyaratan.

JFT pratama alau JF jenjang abli utama dapal mengig JPT madya

EEpanjang memenuhr persyaratan.



d)  Adminmstrator alau JF jenjang ahli madya dapat mengisi JPT pratama
sepanjang memenuh parsyaratan

b Sehubungan dengan hal lersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai
bretikut.

1]

Z]

t

4}

3]

Apabila terdapal pejabal yang hidak dapat mglaksanakan ugasiterdapat

kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan

lelap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka

pejabal  permerintah di alasnya  agar menumuk  peabat fain di

lingkungannya sebagal Felaksana Harian atau Pelaksana Tugas.

Felaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang meangarmbl

keputusan dandatay tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada

perubahan status hukum pada aspek kepegawaian

Felaksana Haman dan Pelaksana Tugas bdak berwenang mengamibil

keputusan danfalauv tindakan pada aspek kepegawaian yang mehput

pengangkalan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Felaksana Haran dan Pelaksana Tugas memiliki kewanangan mengarmbil

keputusan danfatay lindakan selain keputusan daniatau tndakan yang

bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada

aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 3).

Adapun kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada aspek

kepegawaian antara lain melipuli

da] melaksanakan lugas sehar-han pejabat definitif sesual ketentuan
peraturan perundang-ungdangan:

Bl menetapkan sasaran kerja pegawal dan penilaian prestase kena
peqawai;

ch  menetapkan surat kenaikan gaji berkala;

d)  mengtapkan cuti selain Culi di Luar Tanggungan Megara dan culi
yang akan dijalankan di luar neger;

Bl menetapkan surat lugasisurat perintah pegawai;

Fi menjalubkan hukuman disiphin pegawai tingkat ringan:

gl menyampalkan usul mutas) kepegawaian kecuali perpindahan antar
InNstansi;

Rl rmamberikan izin belajar,



)

il

Y

)

10]

11}

12)

13)

il memberikan iZin iz ngik i saloksi jabatan pIMIpinan
tinggwadminiztrazi; dan
1l menjusulkan pegawan untuk mengikuti pengembangan kompefensi.
Pegawai Megeri Sipil yang dilunjuk sebagai Pelaksana Harian atay
FPelaksana Tugas tidak perlu dflantik atau diambil sumpahnya,
Fenunjukan Pegawa Megeri Sipil sebagal Pelaksana Harian dan
Pelaksana Tugas tidak peru dislapkan dengan keputusan melainkan
cukup dengan Surat Perintah dan Pejabat Pemerintahan lebih tinga yang
memberkan mandat
Surat Perintah sebagamana dimaksud pada angka ) dibuat menurut
contech sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagan
lidak terpisahkan dan Surat Edaran inn
Pelaksarma Harian dan Felaksana lugas bukan jabatan definitif. aleh karena
ity Pegawa Megen Sipl yang diperintahkan sebagal Pelaksana Harian
alau Pelaksana Togas lidak dberikan lunjangan  jabatan  stroktural
sehingga dalam surat penntah tidak dicanlumkan besaran turjangan
|abatan.
Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas hdak
boleh  menyelabkan yang bersangkutan dibebaskan  dan jabatan
defnitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan seswal dengan
|abatan definitifnya.
Pegawar MNegeri Sipil yang  ditunpuk  sebagal  Pelaksana Tugas
melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 {tga) bulan dan dapat
diperpanjang paling lama 3 {tiga) bulan.
Pegawal Neger Sipil yvang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Admirstrator, Jahalan Pengawas. atau Jabatan Felaksana hanya dapal
dituniuk sebagai Pelakgana Harian alay Pelaksana Tugas dalam Jabalan
Pwnpinan Tingge. Jabatan gdministrator, Jabatan Pengawas yang sama
atau setingkat lebih tinggi di ingkungan unit Kerjanya
Pegawai Megen Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk
sebaga Pelaksana Haran atau Pelaksana Tugas dengan ketentuan:
g  Pejabat fungsional enjang ahii ulama dapal dilunjuk  sebagaid
Pelaktana Harian alau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tingg
atau jabatan administrator atau jabatan pengawas;



14

15]

Fenutup

bi Peabat fungsional emang ahl madya dapat diunuk sebaga
Felaksana Hanan atau Felaksama Tugas jabatan adrmirnstralor atau
jaatan pangawas, gan

el Pejabat fungsicnal jenjang ahlk mueda dan pertama dapal dilenjuk
sabagai Pelaksana Hanan ataw Pelaksana Tugas jabatan pengawas

Ketentuan penunjukan dan kewenangan Pelaksana Hanan dan Palaksana

fugas bagy  Jakatan  Sekretarls Daerah  FrovinsdKabupaten/bota

dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Momor 3 tabun 2018 tentang

Panjabal Sekratarie Daerah

Dengan berakunya Surat Edaran i, maka Swral Kepala Badan

Kepegawaian Megara Homer KC26-300 . 20-3/59 tanggal 5 Fabruan 2016

dicabut dan dinyatakan tidak herlaku

Cemkan Sural Edaran rr, atag perhanan dan kena samanya dwcaphan gnma

kas=ih.

Duelapkan di Jakarta
pada tanggal 40 Juli 2019

__ KEPALA
BADAN KEPR AW AIAN NEGARS.




Lampiran

Surat Edaran

Kepala Badan Kepegawaian Negara
Momer  : 2MSEA2015

Tanggal : 30 Juli 2%

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN/PELAKSANA TUGAS ***)

Momaor:
. ).
Dasar - 1 “)
MEMNUMILK
Kepada : Mama P |
MIP e e e "}
Pangkal/Golruang . . T
Jabatan e e s i)
Untuk o 1. terhitung mulai tanggal .. ... .. .. di samping jabatannya sebagai
. “*} juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana
Harlan..’Pelaksana Tugas** ) . ST I
2. melaksanakan penntah ini dangan seksama dan penubh tanggung

jEawvak.

Dibslapkandi . . .
pada tanggal, ...l

NIE.
Tembusan, Yih.
1.
2.

Kelerangan:

Y isisesual dengan kebutuban

"'} isi 2esuai jabatan definitif yang diduduki saat ini
"1 mlih salah satu

=Y e jabatan yvang akan diduduoki



SALINAN

PHESIODEMN
REPUBLIK LINDINESIA

DNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESEA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mummbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cila-cita bangsa
dan mewwudkan tujuan negara sebagaimana
tcreantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara FRepublik [ndonesia Tahun 1945, periu
dihangun  aparatur sipil negara yang memiliki
integpritas,  profesionzal, netral dan bebas  dari
intervensi polittk, bersith dar praktik korupsi, kolus,
dan ncpotisme, serta mampu  menvelengparakan
pelayanan publlk bagi masyarakat dan mampu
menjalankan peran sebagal unsur perekat persaluan
dan kesatuan bangsa becdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang [hsar Negara Bepubhk [ndoncsia

Tahun 1945,
b. bahwe dalam rangka mempercepat pelaksanaan
lransformast aparatur sipil negara untuk

mowwjudkan aparatur sipil negara dengan hasil kerja
tingm dan perlaku yang berorientasi pelayanan,
akunrabel, kompeten, harmonis, loyat, adaplif, dan
kolaboratil, periu dilakukan  penyempurnaan
terhadap pelaksanaan manajemen aparatur  sipil
NEegara;

€. bahwa ketentuan dalamn Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tenrang Aparatur Sipil Negats sudah
tidak zesuai dengan perkembangan penyelengEuraan
fungsi  aparaiur  sipll negara dan kebutuhan
rrasyarakal sehinggd perla diganti;

d. bBahws berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huraf a, huruf b, dan hurat ¢, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil
MNegara;

Menpingat: ...

SK No 2023875 A



FRESIDEN
REPUBLIK INDINESIA

o

Mengingat : Faszal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indenesia Tahun 1943;

Denpat Perserujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK [NDONESIA
dan
FEESIDEN REPUELIK INDOGNESIA

MEMUTUSKAN:
Mencrapkan ; UNDANG-LUNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA,

BAaB 1
KETENTLIAN LML M

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini vang dimaksud dengan:

L. Aparatur Sipil Negara yang sclanjutnya disingkat ASN
adalah profesr bagi pogawal ncpen sipil dan pegawal
pemernntah dengan perjanjlan kera vang bekerga
pada instansi permerineah.

2. Pegawan Aparatur 3ipil Negara vang selanyutinya
disebur Pegawai ASN adalah pegawai negeri z1pil dan
peEgAawal pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembarta kepegawaian dan
digeraly tugas dalam 2vatu jabatan pemersntabat
atay diserahi tupas negara lainnya dan diberikar
penghasilan  berdazarkan peraturan perundang-
U anpAn.

A Pegewsal Negeri Ripil vangt aelanjuonya disingkat FHNE
arlalabh warga negara [ndonesia yang  memenuh
svaral lerientu, diangkal sehagan Pepawai ASN secara
tetap oleh pejabat pembina  kepepawaian untuk
rnencdhudulki jabatan pemerintahan.

d.  Pegawal Pemerintah dengan Perjan)ian Kena yang
selgnputnya disimgkat FPEK adalah warpa negara
[ndonesia yang memenuht syacal tertentu, yang
dianpkat berdasarkan perjanjan kerpa untuk jangkea
wakiu tertcniu dalam ranghka melsksanaban [ugsEs
pemcriniahan  dan/alau mendudulks jabatan
pemicTintahan,

5 hklanajemen . ..

SK No 202802 A&
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Manajemen ABM  adalah  serangkalan  proses
pengelolaan ASN  untuk mewgjudkan ABN yang
privfezional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku
gesudl ool desar ASN, bebas dan inlervens polhitik,
serla bersih dan prakuk kerapsi,  kelusi, dan
nepotisme,

hgitalizaszt  Mangjemen  ASN adalah proscs
Manajemen ASN dengan memanfaatkan teknolog
digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk
memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan
Manajemet: ASN.

Jabkatan Menajerial adalah sekelompod jabatan vang
merulill ings  memimpin umc organisaes dan
mernibkl pegpwal yvang berkedodukan lanpsung o
bowahnyd unluk mencapan DujLan orgamisas.
Jabatan Nonmanajeoal adalab sckelompok jabataon
yang mengutamakan kempelsnst yange bersiful teknis
gesudl bidanenyva dan lidak memilikl tenegeung jawah
langsunpg dalam mengelola dan menpawasi kincra
Peganval,

Mentent adalah menten vang menyelenggarakan
urusan pemcrintahan di bidang aparatur ncgara.
Pejabat Pembina Kepegowaian adalah pejabat vang
menprunyal Kewenanpan menetapkan penganpgkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pepgawai ASN dan
pernbinaan Manajemen ARN di instansi pemerintah
SeELIAL dengan ketentuan pEraturan
perundang-undatigan.

Pejabat vang Berwenang adalah pejabat vang
mempunyai  kewenanpan  melaksanakan proses
perganpkatan,  pemindaban,  dan pemberhentian
Pegawal ASN sesusi dengan keleniusn peratucan
perundang-undangan.

[mstansl Pemerintah  adalah  ingtanss pusatl dan
imgtanz daerah.

Insianst  Pusal adalah kementerian,  lembaga
pemenntah rm ke rnen e TiAT, kesekhretariaran
lembags  newgara, dan kesekretarialen lembapga
nonstraktural,

Instansi Dacrabh adalah perangkal dacrabh poovins
dan peranpkat dazrah kahupaten/kola.

Sistem Merit adalah penvelengparaan sistem
Manmeomen ASN sesual dengan prinsip mentokrase.

BAB I . ..



PRESIDEN
REPLUBLIN INMOONESIA

-4 -

BAEB I

ABAS MNILAI DASAR, SERTA KODE ETIK DaN KODE FEREILAKL

SK No 202304 A

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyvelenpearaan  kebijakan  dan  Manajemen
berdesarkean pada asas:

R o@ o man g

nr
-

(1]

(2]

Kepaslian huku,
profosionalitas,
proporsionalitas,;
kciocrpaduan;
pendelegazian;
netralitas;

akuntabilitas;

efektivitaz dan efisiensi;
keterbukaan;
nondiskriminatif;
persatuan dan kesatuan,
keadilan dan kesetaraan dan
kesejahteraan.

B2agan Kerlua
Milan Dazar

Pasal 3

ASM

Pegawal AN mermegang teguh ideologi Pancasila,
Undang-Undang Casar MNegara Eepubhl Indongsiag
Tahun 1943, selig kepada Negara Kesatuan Republhik

Indonesia serta pemenntahan yanyg sah.

Pegawal ASN mengimplementasikan nidal dasar ASN

vang terdir atas:

b, beronentas pelayanan,
br. akuniabel;

kEompetern;

harmonis;

loval;

adaptil; dan
kolaboratid.

m oo oA

Bagian . . .
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Bagian Keliga

Kode Etik dan Kode Perilaku

Pazal 4

Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga
martabat dan kchormatan ASN serta kepentingan
banpgsa dan negara.

Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode
perilaku ASN zebagar berikut:

Aa.

berorientas pelavanar, vairu kit mer
memberkan pelayanan prima demi kepuasan
masyarakat, mehput:

1. memahame dan memenuht kebutubhan
masyarakat;

2. ramah, cokatan, slatif, dan dapat
diandalkan; dan

3. melakukan perbalkan tada hents,

akuntabel, yaitu  bertanggung  jawab atas

kepercayaan yang diberikan, meliputr

I. melaksanakan tugas dengan Juyur,
bertanggung jJawab, ccrmat, diziplin, dan
herintegritas tinggd,

2. menggunakan kekayaan dan barang milik

negara secara bertangpung jJawab, efeknf, dan
elisien; dan

4. Mulak menyvalshgunakan kewenangan jahatan;

kompeten, ralu terus belajar dan
mengembangkan kapalnlitas, melipati:
I. memnghkatkan kompetenai diri unruk

menjawab tamtarean vang selalu berubah;
2. membaniy vrang lain belajar; dan
3. melaksanakan tupas dengan kualitas terbail

harmanis, vaitu saling peduli dan menghargai
perhedaan, melipah:

1. menghuargal seliap orang tanpa membedakan
latar belabang,;

2, suka menolong; dan
3. membangun lingkungan kene yang kondusil

c, lowval | ..
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e loyal, vaitu  lwrdedikasi dan  mengotamaekan
kepentingan bangsa dun negara, melipuli:

l. memegang teguh ideclogl Pancasila, Undang-
Undang [Dassr Negara Repubhk [nedonesia
Tahun 1945, setin kepada Mesara Kesatuan
Republik Indonesia, dan pemerintahan yang
zah;

2. memgapa nama baik ASN, instans], dan nogars;
dan

3. tenjaga rahasia jabatan dan negara;

. adaptil, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam
tnenggerakkan  serta menghadapi  perubahan,

rrElimari:
1. cepar  menyesuaikan  diri menghadapi
perubahan;

2. lerus berinovast . dan mengembanglan
kreativitas, dan

3. bertindak proaktif;

g kolaborand, ratu membangun kens sama vang
girtergis, meliputi:

1. mcmbert kescmpatan keopada berbapal pihak
untub berkontribuzi;

2. terbuka dalam bekerja o =ama untuk
menghasilkan nilai tambali; dan

3. menggerakkan pemanfaatan berbapal sumber
daya untuk tujuan bersama.

(31 HKetentuan lebib lanjut mengenai kode erik dan kode
perilakn ASN diatur dalam Peraturan Pemenntah.

BAR T
JENTS TIAN KEDUDUKAN

Bagian Kesaru
Jenis
Pasal
Pepawai ASN terdiri atas:
H. FMW&; dan
r. FPPFK.
Paszal €. ..

SK Mo 2306 A
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Pasnl &

Ketcntuan mengenal roang lingkup tupas/jabatan dan
mekanisme bokerja PRPK sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 5 huruf It diatur dalam Peraturan Permerintah.

Pazal 7
(1] Pepawal ASM memiliki nomor induk pegaswad.

(2] Esteptuarn lebih Tanjul mengenad  nomor incduk
pegdwal diatur dalam Peraturan Pemiernintzh.

Brgian Kedua

Kedudukan
Pasal 8
Pegawal ABN berkedudukan s=sebapgal unsur aparatur
nepara.
Pasal 9

(1} Pegawalr  ASN  melaksanakan kebyakan  yang
ditetapkan cleh pumpinan [nstansi Pemenntah,

(2} Pegawai ASMW harus bebas dari penparubh  dan
mlervenst semua golongan dan partal politikc.

BAB IV
FUN{3R], TUMGAS, DAN PERAN

Baman Kesatul

Funpsi

Paszal 10
Pegawal ASN berfungs) sehoawal:
a.  pelaksana kebijakan publik;
b. pelavan publik; dan

. perekat dean pemersatu bangsa.

Bagian _ . .

SK No 202307 A
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Bagian Kedua
Tugas

Pasal 11
Pegawal ASN hartugas:

a. melaksanakan kelsjakan publik yang dibuat oleh
Pejabat FPembina Kepepgawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

b,  memberikan pelayanan publik yang profesional dan
berkualitaz: dan

&, mempererat persatuan dan kesatuan Negars
Kesatuan Fepublik Indonesia.

Bapian Keripa
Peran

Pasal 12
Pepawal ASN berperan sebagal perencana, pelaksans, dan
PCNpAWAS penyclengearasan tupsas umum pemeTintahan
dan pcmbanpunan nasional  melalu pelaksanaan
kebjjakan dan pelavanan publik vang profesional, bebas

dar intervenst politik, serta bersih darn praktik koraps,
kolusi, dan nepotistne.

BAEB W
JABATAN ASN

Bagian Kesatu

Tram

Pazal 13
Jabatan ASN terdir atas:
1. Jabaran Manajenal; dan

b, Jabatan Nonmanagjerial.

Bagian . .
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Hagian Kedua
Jabatan Manajcrial

Pazal 14

Jabatan Manajerial sebapgaimana  dimaksud  dalam
Pasal 13 huruf a terdir atas:

.

noonog

(1}

(2}

[)

jabatan pimpinan tingpd utama,
Jabxalan pimpinan ingg madya;
Jubatan pmpitan LUnge pralams;
Jubsian adminisiralor; dan

Jabalan pengdwns.

Pasal 15

Jabaran plmopinan tinggd  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 14 huyeaf &, boreaf b, dan buaeal o
merupaban Jabalan Manajeral tinglkat tingg vang
bertanppung jawalr dan berperan dalam mengelola,
memaotivasi, dan mendukuny penegembangan Popawal
AEN, mendayapunakasn sumber days seoia
mengambil keputusan IMETIUTUL linghkatan
Jabatannya, unituk mencapal tuuan orEaNBast,

Jabatan administrator sebagaimana dimakesud dalam
Pasal 14 hurnaf d merupakan Jabatan hManagenal
tngkat menengah yang bertanggung jawah dan
berpocran dalam mengelola,  memotivast, dan
mendukung penpembangan Pegawal ASN, memimpin
dan mengeordinasikan pelaksanaan strategi
pencapaian tujuan organisasl sorta pelavanan publik
cJan adminisrrast.

Jabztan pengewas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 hurul & merapakan Jabatan Manajerial
tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan
dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung
pengembangan  Pegawal ASN, meocmimpin  dan
menponrdinasikan pelaksanaan stratcpl pocncapalan
tujuan  organisasi serta  pelavanan puablik  dan
admminisiras.

Paszal 16 . ..



SK No 202810 A

PRESIDEM
REPUHUK IMOONESIA

S 10 -

Pasal 15
Setiap Jabatan Mansjerial selbagaimana dimaksod dalam
Pasal 14 memiliki komperansi dan persyaratan jabatan.

Basal 17

Ketentuan Icbih lanjut mengcna Jabatan Manajerial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan
Faszal 16 dwatur dalam Peraturan Pemerintah,

RHagian Keltiga
Jahalan Nonmanzgjerial

Puasal 13

(1] Jabatan Nonmanajerial  sebagaimanza dirmsdosad
dalamn Pasal 13 harul b terdion alas;

a. jabatan fungsional; dan
b jabatan pelaksana,

(2} Jabatan fungsional scbagaimana dimaksud pada
ayvar {1) hurul a bertanggunp jowab memberikan
pelavanan dan melaksanakan pckerjaan  scsual
dengan keahlian dan/atau keterampilan tertonc,

(31 Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] hural b bertanggung jawab memberikan
pelavanan dan melaksanakan pekerjaan vang bersifat
rutin dan sederhans.

(4] SHetiap Jabatan Memmanajerial sehapaimana
dimaksud pada ayar (1) memiliki kompelens dan
persyaratan jabatan.

(31 Ketentuan  Ilebibh langjul mesgenan Jabatan

Monmanajenal diatur dalam Peralyran Pemerintah.

Pagal 19
(11 Jabalap ASN dis dar Pegawa ASN.

121  Jabulan ASN lerlentu Japat diis dac:

a. prajurctt Tentara Nasional indonesia; dan
b. anggota Kepelisian bepara Republib Indonesia.

[3] Pengisian . _ .
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Fengisian jabatan ASN tertentu vang berasal darn
prajurit Tentara Masional [ndoncsia dan anggota
Kepolisian Negara Republik indoncsia schagaimana
dimaksud pada ayat {2) dilaksanakan pada Instansi
Pusat sebapaimana diatur dalam Undang-Undang
mengenay  Tentara  Masional  [ndonesia dan
Undang-Undang mengenai  Kepolisian  Negara
Fzpublik Tndonesia.

Ketentuan  lelnbh lanjuar meogenal jabalan ASN
lerlemu yang berasdl dar prajunt Tentara Nasinal
Indonesis dan angeriis Bepolisigan Megara Repulilik
Indonesia dan tHly cara pengivian Jabstan ASN
tertentu sebagaimana dimabsud pada ayval (3) diatar
dalam Peraturan Pemerintah.

Pusal 20

Pepavul ASH dapal mendudubo jabatan di hingkungan
Tentara MNasional lndonesia dan Kepolisian MNepara
FEepublik Indonesia sesual dengan kompetensi yang
dibutuhkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenal pengisian jabatan di
lingkungan Tentara Nasional Indoncsia dan
KErepalisian Wepara Eepublik Indonesia scbagaimana
dirnaksud pada ayat (1} diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIEAN

Eagan Kesatu
Hak

FPazal 21

Fegawan ABN berhak memperoleh penghargaan dan
pengakuan berupa materniel dan/atau nonmateriel.

Komponen pecnghareaan dan pengakuan Popawal ASN
schagamana dimaksud pada ayat [1] tordin atas:

a. penghasilan;

E. peanghargaan vang bersifat motivasi;
c. tunjangan dan fasilitas,

d. jaminan sosial;

e. limgkungan . . .
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e. lingkungan kerja,
. pengembangan diri; dan
g bantuan hukue.

Peghasilan sebagaimans dimaksoed pads ayal (2]
bruruf a dapar berupa:

A, pajn; atag

b upsat.

Penghargaan yang hersifat mofivasi sebagaimang
chirmakesdl paada ayal (2] huralf b dapat berupa:

. fioansial; dapfalan

br. nonfinanzial.

Turgangan dan fasilitas sebagsimana dimaksud pada
gyl (2 huralf o dapatl berupa:

A tunjangan dan fasilitas jabatan; dan/actau

b, tunjangpsan dan [Eslilas mediedo.

Jaminan sosial sehagnimana dimaksad pada ayar (2]
huraf d terdite atas:

8, Jjaminan keschatan;

jaminan kecclakaan kerja;

Jaminan kematian;

JHITUNEN FEnsiun; dan

a0 g

Jaminan har tua,

Lingkungan kers  schagaimana dimaksud  pada
aval () hural & dapal berapa:

. Tisik; dan/fatau
b. nonfisik.

Pengembangan dint scbagaimana dimaksud pada
avat [2) hural f dapat berupa;

a. penpgoembangan talenta dan karicr; danfatan

b, penpcmbangan kompetens:.

Bantuan hukum schagaimana dimaksud pada
avat (2) hural g dapat berapa;

d- litigasl; danfataun

b, nonlitigas.

Presiden dapat melakukan penycesualan komponen
penphareaan dan pengakuan scbhagaimana dimaksud
pada ayat {Z] dengan memperhalikan kemampuan
kouanpan negara

Pasal 22 . ..
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Pusal 22

Jaminan pensivun dan jaminan han tus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 szl [B) huraf o duan
hurul e dibayarkan sctelah Pegowal ASN berhent
bekerja.

Jaminan pensiun dan jaminan harl tua sebagaimana
dimaksud pada &vat {1] diberikan  schapa:
perlindungan kesinambungan penghasilan han tua,
sebapal  hak, dan sebapal  penghargaan  atas
petigabdian.

Jaminan pensiun dan jarmunan hao tga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakun jaminan pensiun
dun jaminan han tua yanp diberikao dalam program
JATMIMAN 505E] Sesua] denpan SESEEem JAmInam 505l
nasiondl dan badan penyelengeara jarminan sosial.
Surmber pembiayaan jaminan pensiun dan jaiminan
b 1ua sebapgaimans dimaksud pada ayvat [1] berasal
darn pemerintab selaku pembern kera dan aran
Pegawal ASN yang hersanghoutlan.

Ketentuan letnh lanmul mengenzl jaminan pensiun
dan jaminan han  lua  untuk  Pegawal  ASN
schapaimana dimaksud pada ayat (1) diatar dalam
Peraturan Pemerintah.

Pazal 23

Ketentuan menpenal  jaminan sosial  schagaimana
dimaksud dalam Pa=al 21 avat (6} diatur dalam Perataran
Femernintah dengan berdasarkan ketcntuan  peraturan
perundang-undanpan yYang mMengatur mongenal sistcm
jaminan so=1al nasional

(1]

Bagian Kedua
Kewajiban

Fasal 24
Pepawas ASN wajilx
a. sctia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang
Dasar Megarz Republik Indonesia Tahun 1945,

Megara Kesatuan Republik  [ndonesia, dan
petnerintahan vang sah;

b, menaati .. .
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b. menaat  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan,

¢. melaksanakan mlai dasar ASM dan kode etils dan
kocle petilakil ASN;

. menjaga netralitas; dan

. herzedia ditempalkan o selurah wilayah MNegara
Kesaluan Republik [ndonesia dan perwalkalan
Mopara  Kesatuan  Eepublik  Indonesia yang
berkedudukan di laar wilayah [ndonesia.

Pegawal ASN  yang udak menaatt  kewajiban
zebagaimana dimaksud pada ayat (1] dikenakan
pelangearan disiplin dan dyatuht hukuman disiplin.

[nstansi Pemernintah wajib melaksanakan penegakan
diziplin terhadap Fegawat ABN serta melaksanakan
berbagal upaya peningkatan disiplin Pogaaval ASN.

Pasal 25

Ketentuan lebih lamyut mengenar hak dan kewajiban
Pepawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan
Pasal 29 diatur dalam Peraturan Pernerintah.

(1]

12]

BADR VI
KELEMBAGAAN

Pasral 2

Preziden selaku permegang kekuasaan pemerintahan
rieripakan peregang  kKekuasaan tertingpi dalam
ketajakan, peminnaan profesi, dan Manajemen ARN.

Untuk menvelenpgarakan kekuasann sebagaimana
dimalkszud pada ayat [l]1. Presiden mendelegasikan
sebagian  kewenangannya kepada  kementerian
dan/atau lembapa yvang melaksanakan tugas dan
Mungsi pemernntahan di bidang:

a. perumuasan dan penetapan kebijakan strategls,
serta koordinasi, sinkronizasi, dan pengendalian
kebhakan Manajemen ABN;

I perurmlisan . .
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Ir. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan
pembnanaan, penyelenggaraan, dan pengendahian
alas pelapksanaan kebijnkat teknis
penecmbangan kapasilas dun pembelajaran ASN;

o perumusan  dan peneslapan kelnjakan  rekos,
pembingan, penyelengearsan  pelavanan, dan
prneendalien alas pelabksanadan kebpakan lekos
Manajemen ASN; dan

d. pechngawasan penerapan Sistem Ment,

Eementernian yang melaksanoakan tugas dan fungs
pemernntahan di bidang perumusan dan pencrapan
kebijakan stratepis, scrta koeordinasi, sinkronisasi,
dan pengendalian kebyakan Manmgemen ASN
mengoordinasikan  rencana  kerja  lembaga  yang
berkaitan dengan penyelenggaraan Manajemen ASHN
serta  sinkronisasi dan  pengendalian terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi sebapaimana
ditnaksud pada ayat (2} hurat b, hamof ¢, dan
houraf .

Penetapan kebijakan teknis sebagaimana dimaksud
padla ayat (2] huraf b dan huruf ¢ dapat ditetapkan
sefelah dikoordinasikan denpan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenal pelaksanaan tupas
dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
diatur dengan Peraturan Presiden,

BAE V1]
MANAJEMEN ASN

Ragian Kesatl

Lt

TPasal 27

Manajemen ASN  melipuli manajemen PHNS dan
manajemen PFPE.

Manaiemenn ASN  acbagaimans  dimaksud  pada
ayat (1} disclengearakan berdasackan Sisletn Merit.

[fasal 28 . ..
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Pasal 28

(11 Penerapan Manajemen ASN yang tekera di Instansi
Permerintah disesuvailkan dengan katakterisk
kelembagaan masing-roasing.

2} HKetentuwan lebih lzngul mengenai Manajemen ASN
diaiur dalam Peraturan Pemerintah.

Eagian Eedusn
Fejabat Pembina kepepawaian dan Pejabat vang Berwenang

Faragrafl 1
Fojabat Pembina Kepopawalan

Fazal 20
(1} Presiden selaku pemcgzang kekuasaan pemerintahan
dalarm pembinaan Pegawal ABMN dapat
mendelegasikan kewsnangan mecnctapkan

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pejabat selain pelabat punpinan tinggl utama, selain
pejabat piunpinan tinggl madya, dan sclain polabat
fungsional rercinggi kepada:

a. menteri di kementerian;

. pitnpinan  lembaga di lembapa pemerintah
nonkementerian,

¢. pimpinan sekretariat di lembapga negara dan
lernbaga nonstrukrsral,

o, pubernue di prowvicess dan
&, Iapsan fealibkara di kabupaten leota.

(2} Pegjabat Pembina Kepegawaian wajib melaksanakan
Sistern Merit dalam pelaksanaan kewesnangannya.

FParagral 2
Pejabmr vang Berwenang

Fasal 30

{11 Fresiden  dapat mendelegasikan kewecnangan
pembinaan Manajemen ASN kepada Pgjabat yang
RBerwenang di  kementerian, sekretaris  jenderal/
sekeelarial  lembaga negara, sekretaniat lembaga
ponstrigkdural,  sekretaris  daerah provinsl  dan
kabupaten kot

{2] Pejahal . .

SK No 202816 4
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Fejabat wvang HBrrwenang sebapaimana  dimaksod
pada arat (1) dalam memgalankan fungs Manajemen
ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistern Merit
dan  berkcnsulrasi  dengan  Pejabat FPembina
Kepegawaian di instansi masing-masing.

Pejalvat wvang Berwenang sebagaimana dimaksud
pada awat (1] memberikan relkomendasi uvsulan
keparla Pejabat Pemmna Hepegawaan i instans

MMESITIE-TTIE SITR -

P s bt WETIR Gerwenang mengusulian
pengangkatan,  pemindahan, dan pemberhentian
Pegawdal 45N selain:

A, peirbal pirnpinan himggn ulamea;

b, pejabal pimpinan Lnggl madya; dan

o, pojabat fungsional tertinget,

kepada Pejabal Peminna Kepepawaian oh inslans
MASINE-INASINE.

Pojabat vang Boreenang wajib melaksanakan Sistem
Mecrit dalam pelaksanzan kewenangannyva.

Ketentuan  lebih  lanjut mengenal Pojabat yvang
Berwcnang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kctign

Ruang Lingkup Manajemen ASN

1*arapraf 1
Huang Lingkup

Fa=zal 31

Manajemen ASN nunimal terdiri atas:

TR 0 A ol

perencanann kebutuhan;

penpadasn;

penpuatan budayva kerja dan citra institwsi;
peneclolaan kinera;

pengembangan talenta dan kacier;
pengembangan Kompetenst;

pembeonan penghargaan dan pengakuan; dan
pemberhentan,

Paragraf 2. ..
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Parapraf 2
Perencanaan Kebutuhan

Pasal 32

Menteri  menerapkan kebijakian FIETETIC A NHA
kebutuhan Pepawai ASN secara tasional berdasarkan
prioriias rLa sl HEELLA] denpan T LA
pernhangunan  jangks  menengdh nasional  scrta
dengan memperimbangkan kemampuan kouangan
NEEHra,

Kebyakan percncanaan kebutuhan 1epawal ASN
schagaimana dimaksud pada ayat (1} merupakan
panduan bagl Instansi emerintah dalam menyusun
kebutuhan Pegawal ASN.

Instansl Pemerintah menyusun rencana kebutuhan
Pepawal ASN sesual dengan kebijazkan perencanaan
kebutuhan Pegawal ASN sebagaimana dimaksud
pada avat [1].

Pasal 33

Ketetituan lebilh lanjut moenpgenai perencanasn kebuinhan
Pegawsi ABN sebapaimana dimalsud delam Pasal 32
diatur dalam Peraturan Pemmerintaty.

{1]

{2]

(3]

Paragrat 3
Pengadaan

Fa=zal 24

Jabaran Manajerial sebagaimana ditmaksud dalam
Pasal 14 dan Jabatan Nonmanajerial selxagaimana
tlimaksaud dalam Pasal 18 diutamakan dns dae PNS.

Jabatan Manajermal dan Jabatan MNonmanajerial
tertentu dapal diisi dari PFPE.

Ketentuan lehih lanjut mengenal kriterna penpisian
Jabatan Manaicrial dan Jabatan Nonmanajerial dar
PPPE diatur dalam Peraturan Pernerintah,

Fazal 35

Betiap [nstansit Pemenintall merencanakan petaksanaan
pengadaan Pegawal ASN.

Paaal 36 . ..
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FPazal 36

Betiap  Instansi  Pemerintah menpuamumkan secara
terbuka adanva kebutuhan jabatan antuke diisi dan calon
Pegawai ASN.

Fasal 37

Retiap warga negara [ndoncsia mompunyal Koscmpatan
vang satma untuk menjadi Pepawai ASN setelah memenuhi
persraralac.

Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenal pengadaan Pegowan ASN
dialur dalam Peraiuran Pemerintah.

Paragral 4

Penguatan Budaya kerja dan Citra [nstitusi

Pazal 39

(1) Milaw duosar ASN  sebapaimana dimaksud  dalam
MPasal 3 dan kode etk dan kode penlaku ASN
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan
schapal panduan Pogawal ASN dalam herpenlaku dan
mecmbangun budaya kerja dan citra institusal,

(2] Setiap Instansi Pemerintah wajib melakukan upaya
inlernalisasi nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan loxde etk dan kode pemilaku ABN
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 4 di lingkangan
INSLATISITIYA.

Paragraf S
Pengelilaan Kinernja

Fazal 40

Pengelolaan kinerja Pegawal ASN dilaksanakan untuk

pencapalan tujuan dan sasardn organisast melaloe

A. peninglkalan hasil ke dan perbalkan perilaku
SCUATH 1ETUS MEnerus;

lh. penguatan peran pimpinan; dan

c. penguatan  kolabeorasi antara pimpnan dengan
Pegawal ASMN. antar-Pogawal ASN, dan  amlara
Pegawar ASN dengan pemangku kepentingan lainnya.

Fasal 41 .
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Fasal 41

Pengelolasn kinerja Pegawal ASN sehagmimana dinaksud
clalarn Pasa] 40 dilaksanakan melalu suatu mekanisme
kernja vang fleksibel dan kolaboracif,

Fasal 42

Pengelolaan kinerja Pegawal ABN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 beroricntasi pada:

a.
b.

C.

(1

(4]

(1]

(2]

hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN,
pengembangan kinerja Pegawai ABN;

pemenuhan  skspekrasi pimpinan  dalam  rangka
pencapaian kinerja organisasi; dan

dialeg kinerja yang intensil antara pimpinan dan
Pegawai AN,

Pasal 43

FPengeinlaan kKinerja  Pegawar  ASN merunakan
kewenanpan Pejabat yanpg Berwenang pade Instanss
Pemerintah masing-masing.

Perngelolaan  kinerja  Pegawal  ASN sebwmpaimana
dimaksud  pada ayet [1] didelepasikan  secaca
berjenjang.

Fasal 44

Hlasil pengelnlaazn Kinerja Pegawai ASN dipunakan
unruk menmjamin efektivitas dalam pengembsngan
Prgawal ASN,

Hausil pengelolaan kinerja Pegawai ASN dijadikan
sehagal  persyaratan atag pechimbangan dalam
pemberian penpharpasn den pengaliuan serla
pengenaan sanksi.

Pasal a5

Kewentuan lebih lanjut mengenay pengelolaan kinerja
sebagaimana dimaksod dalam Pasal 40 sampen dengan
Pasal 44 diature dalam Peraturan Pemerintah.

Puragral &, .,
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Paragraf &

Pengembangan Talenta dan karier

(1]

(2]
(4]

(4]

(1]

(2]

3]

Prsal 46
Ponpembangan talenla dan karner dilakukan dengan
rrempectirmbanghkan kualifikas, kompelensi, kinerja,
dan kebubuhan Instans Pemenntah,
Pengembmangan lalenla dan kaner  dilaksanakan
melalo mobilitas talentia,
Mobilitas talenta dilakukan;
a. dalam 1 [saty) [nstans Pemerintah;
b, antar-[nstansi Pemerintah; atou
o, ke luar [nstansi Pomerintah.
Mobilitas  talenta  schapaimana  dimaksud  pada
avat [3) disclengparakan berdasarkan Sistemn Ment
melalur manajemen talenta.

Fazal 47

Fresiden berwenang melakukan mohbilitas talenta
scbapaimana dimaksud dalam  Pasal 46 secara
nasional untuk mendukung pnioritas nasional sesual
dengan rencana pembangunan jangka menengah
nasional.

Kewenangan I'residen sebagaimana dimaksud pada
avat (1] dapat dwdelepasikan kepada Menteri.
Mobilitas talenta seccara nasional bertujuan untuk
mengatasi kesgerjangan talenta.

Fazal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenar pengembangan talenta
dan karier sebagawnara dimaksud dalam Pasal 46 dan
Pasal 47 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

{1]

Parapraf 7
FPengembangan Kompetenst

Fusal 49

Sctiap Pogawal ASN walb melakukan pengembangan
kompetenst  melalul  pembelajaran  secara  terus
menerus  agar  tetap  relevan  dengan  runtutan
nrgatisasi.

[2] Pembelajaran . ..
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Pembelyaran schbagammana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalul 18teIn pembelajaran

terintegrasi.

Sistem  pombelajaran  terintegrasi sebapaimana

dimaksud pada ayat {2] merupakan pendekatan yang

BeCara komprehensif menempatkan proses

pembelajaran Pegawal ASN:

A, terintegrasi dengan pokenaan;

b. sebapai bapian penting dan saling terkait dengan
komponien Manajemen ASN; dan

. terlabung dengan Pegawar ABN  lain  lintas
Instans: Pemerintah  mauvpun  dengan  pihak
terkait.

Ketentuan lebih lanmut mengenal pengembangan

kompetensi diatar dalam Peraturan Permerintah.

Paragral &

Pemberian Penpghargaan dan Pengakuan

Fasal 50

Kompnnen penghargaan dan pengakuat bagi Pepawai
ABN sehapaimana dirmeksid dalam Pasal 21 ayval (2]
fliberikan secara adil, layvak, dan kompetitif.
Pendanaan  penpharpaan dan  pengakuan bagi
Pegawai ALRN  yanp bekenja di Instansi Pusat
bersumber dari angparan pendapatan dan belanja
FIERATA.

Pendanaan penghacgaan dan pengakuan bag
Pegawai ASN vang bekerjip di Instansi Daerah
Lecsumber dan anpgaren pendapatan dan belaonga
dacrab.

Payal 31

Kelemiuan  lelvih  lanr  mengensl penghargaan dan

prenpakuan sebupaimana dimaksod dalam Pasal 30 diatar
elalam Pertaturan Pemeriniah.,

(1}

Paragral @
Pemberbencian

Pusal 52
Pemberhentian bagl Popawal A5SH melipur:
&. atas permintaan sendin; dan
b. tidak atas permintaan sendirl.

(2} Pemberhernlian ...
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Pemberhenlivn alas permintaan sendin dilakukan
apabila Pepawal ASN mengundurkcan diri.
Pemberhentian fidak atas permintaan sendien bag
Fegawal ASN dilakukan apabila;

a. melabkukan penyvelewenpgan terhadap Pancasiia

dan Undang-Undang Dasdar Neegara BRepubhk
[ndonesia Tahun 1945;

meningal dunis;

Cc. mcncapal batas usia pensiun Jabalan dan/atau
berakhitnya masa perjanjian kerja;

d. terdampak RCCRIMPLIIEAT OrgEanIsasi ataul
kcbnakan pemerintah;

e, tdak cakap jasmani dan/atau rohani sehinpea
tidak dapat memjaiankan tugas dan kewajban,

t. tidak berkinena;

g. mclakukan pelanpgaran disiphin tingkat berat;

h. dipidana denpgan pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukutm terap karena melakukan dndak pidana
dengan pidana pemjara pabng singkat 2 [(dua)
tahun:

i. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
metmilikls  kekuatan  hukum  tetap  karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan: dan/atau

j. menjadi angpota danfatau  pengurus  partal
prolitrk.

Petnberhentian  Pegawail ASEN  karena  sebab

sebagaimana dimaksud pada ayat [3} huwaf a,

huruf g, humaf i, dan humf | dikategorikan sebagai

petnberhentian tidak dengan hormmar.

Pasal 533
PNE diberhientikan sementara, apabila:
a. diangkat menjad perabat nepara,

h. diangkat menjadi komisioner arau  angpota
lembaga nonatralitural, atau

. memalant cur di luar tanggungat negara.

(2} Pegawai - . .
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{Z] Pepavwal ASN vang ditahan karena menjadl teraangka
atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara
untulk mendukung proses hukum.

{3] DPenpakblan kembalih PHNS schapaimana dimaksad
pada ayat (1} dan Pegawal ASN  schagaimana
dimaksud pads ayat [2] wvang diberhentikan
scmentara dilakukan  elch Pegjabar Pembina
Kepegawalan.

Fazal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian,
pemberhentian  somentara, dan  pengakrfan  kembali
Pegawal ABN datur dalam Peraturan Pemerintah.

Fazal 55
Batas usia pensiun jabatan Pegawal ASN yaitu:
a.  Jabatan Manajenal:

1. &0 [enam puluh) tabun bagl pejabat piopinan
tinggl utatma, pejabat pimpinan tinggs madya, dan
pejabat pimpinan tinggl pratama, dan

2. 58 (lima pulubh delapan] tabhuan bagr pejabat
admimsrrator dan pejabat pengawas;

b. Jabatan Nenmanapenal:

1. sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undanpgan  bapl pejabat  fungsional,
flan

2. 0RE [ima puluh deiapany tahun bBagi pejabat
polalosung.

Rapgian Kesmopal
Pejabal Pimpinan Tingg yang Mencalonkao
webagal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupari/Walikota,
dan Walal Bupatif Walkil Wahlkota

Pasal &
Pejabat pimpinan tinggi madva dan pejabat pimpinan
tinggi pratama yang akan mencalonkan din menjadi
gubernur dan wakil gubernur, apatfwalikota, dan wakil
Bupsli/wakil walikina wajih menyarakan penpunduran
dini secara lerlalis dant PNS sejak diletapkan sebsagas
calon.

BaB 1X . ..

SK No 202824 A
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BaB1x

FEGAWAL ASN YANG MENJADI FETABAT NEGARA

Pasal 57

Pegawai ASN dapat menjad) pejabat negara.

Fazal 58

Pejabat riegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57,

yaitu:

a. Presiden dan Wakil Presiden;

B, Ketua, wakil ketua, dan anpgota Majelis
Permusyawaratan Rakoyart,

c.  Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan
Faknyar,

d.  Ketua, wakil ketua, dan anpgpota Dewan Perwakilan
Daerah;

e Kelga, wakal kelua, ketils muda, dan halom agung
pada Mahlaarnah Apung serta ketua, wakal ketua, dan
hakim pads semua badan peradilan kecuali hakim
wld b,

F. Keta,  wakit ketua, dan angeota Mahkameh
Konstitusg,

2. Kelua, wakil ketua, dan angeota Dadan Pemeriksa
Reudngan;

h, Ketus, wakil ketud, dan angeola Korms Yodisial;

L. Hetun  dan walkal ketun Komist Pemberantassan
Karupsi;

1. meniern dan jabaian selingkal menfer;

k. kepala perwakilan Republik Indeonesia di luar negeri
yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa
dan berkuasa penuh;

l. gubernur dan wakil soubernur;
bupati fwalikota dan wakal bapats Sealal walikata; dan

n  pejabal negara lamnya vang dileniukan oleh Undang-

Undang.
Pasal 29 ., .
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Fasal 5%
FN5S yang diangkal menjad:

a. Ketua, wakil ketua, dan anggta Mahkamah
Konsticusi;

. Keatua, walal ketua, dan anggeota Badan Pemerksa
Keuvangan;

. Ketud, wakil ketua, dan anggeta Komist Yadisial;

. Ketuwa dan wakl] ketus Komisi Pemnmberantasan
Korupsi;

e, menteri dan jabatan seunpkat menteri;

f. kepala perwakitan Hepablik Indonesia di luar
neperl veng berkodudukan sebaga; duta besar
luar biasa dan berkuasa penuh,

diberhentikan scmentara.

FM5 wang rndak lapi mcnjabac pada jabatan
gebagaimansa dimaksud pada ayat {1] diakofkan
kemball scbagal PNS.

Pegawal ASN yang mencalonkan din atau dicalonkan
menjadl Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan
Ferwakilan RKaloeat, anggota Dewan  Perwakilan
Dacrah, gubcrnur dan vrakil gubcrnur,
bupati/walikota dan wakil bupatifwakil walikota
wajlh menyatakan pengunduran din secara tertelis
zebapal Pegawal ASN sejak ditetapkan sebagai calon.

Puzal 60

FNS yane Lidak menjabal lagl sebagal pejabat negars
sehapaimana dimalesud delam Pasal 29 aval (1 dapal
menduduki jahatan 45N sepanjany 1ersedia lownngsan

|abatan,

Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan ASN
schapaimana dimaksud vads ayat (1) dalam waktu
paling lamihat 5 {lima) tahun PNS yang bersanpgkutan
diberhentikan dengan hormat.

Pasal &1 . ..
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Paxsal &1

Ketentuan lebih lamyut menpenal penpangkatan dan
pemberhentian Pepawal  ASN scrta pemberhentian
sementara dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 sampal dengan Pasal 60 diatur
dalam Peraturan *emerintah,

BAB X
ORGANISAST

Pasal &2

(1] PFegawal ASN berhimpun dalam organisasi profcs
ASN,

(2] Orpamisas peofes: ARN sebhagmimana dimaksud pada
avat [1] bertujuan untuk:

a. menjapa kode etik profesi dan standar pelavanan
profest ASN;

b, mewjudkan jiwa korps ASN sebapgal pemersatu
hangsa;

o. meninghkatkan motvast kera dan keterikatsn
Popavweal ASN;

d. meningkatkan kolaborasi antar-Pepawai ASN,
meningkatkan produktivitas kerja Pepawa ASN;

meningkathan anovasi dan kKreativitas Pepawal
ASM: rlan

g. menyecbarluaskan poengetahuan dan ketecrampilan,

(2] Dalam mencapai 1ojuan sebagaimena dimaksod pada
ayal [2), organisasi protesi ASN sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1} mermiliki fungsi:

. pembinaan dan peogembangan peofesl ASN,

b. pemberian pelindungan hukum dan advokast
kepada angpota organisasi profesi ASN terhadap
dugaan  pelanggaran Sistem Mernd dalam

pelaksanaan Manajemen ASN dan mengalami
masalah hulum dalam melaksanakan higas;

r. pemberian _ . .
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¢, pembenan rekomendas) kepada majelis kode etik
[nstansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode
etk profest dan kode perilaku profesr,

d. penvelenggaraan usaha untuk  peninpgkatan
kesejahteraan angpota organisasi profesi ASN
REesLIAL dengan ketentuan peraflran
pretundang-undangan;

e pemaplan kepentingan AZN dalam perumusan
kebijakan ASN,

{. pendomong kesetarasn dalam penyelengearaan
Mansjemen ASN; dan

g, perbaitkan kescjahteraan dan kualitas ingkungan
kerja ASN.

Ectentuan lelh lanjut menpenal orpanisast proles

ASN sebagaimana dimaksuad pada ayat (1) diatur

dalam Feraturan Poemenntah.,

Bak X]

DIGITALISAS] MANAJTEMEN ASN

(1

(2}

(3)

()

[+

Pasal Ba
Dhgitalisass  Manajemen  ASN  dilakukan unruk
mematnin - efisiensi,  elektitas, dan  akurasi

peryelenggaraan proses dan pengambilan keputusan
dalam Manajemen ASM serta untuk mewujudkan
ekosistemn penyelenggaraan Mangjemen ABM secara
menyeluml.

Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat [1] menyediakan berbagay layanan digital
vang mendukung Manajemen ASKN dan terintegrasi
secara hasinnal,

Drpitalisas: Manajemen ASN sebagaimana dimaksud
pada avat (1) sejalan dengan translormasi crganisasi
dan sistetn kerja ASM.

Dhpitalizasi Manajermen ASN sebagairnana dimaksud
pada  ayat  [1]  wajib  memperhatikan  prinzip
keherlanpsunpan, kerahasiaan, dan keamatan siber
HEEA dengan kefentuan petraturan
prrundang-undangan.

Hetenlyan l=ta b lariul menpanar - Daigitelisasi
Manajermnen ASHN dialur dalam Peraluran Pemerintah.

BARB XIi . . .
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BAR X]1

PENYELESATAN SENGKETA

Puazal 64

Scngketa Popawal ASN disclesalkan melahn upava
administrakil,

Upava admimstrat] sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdini atas kecberatan dan  banding
administracil.

Ketenrtuan lebih lanpat mengenal vpava administratif
sebagaimana dunaksud pada ayat [2) diatur dalam
Peraturan Permncrintah.

BAB XIII
LARAMNGAN

Pazal 65

Pejabat Pembina Kepegawalan dilarang mengangkat
perawal nun-ASN untuk menpisi jabatan ASN.

Larangan sebapaimana dimaksud pada  ayat (1)
Lerlaku jupa bagi pejabar lasn di Instansy Pemerintah
vang melakukan penganpghkatan pegawai non ASN.

Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat  lain
sebapaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat {2)
vanpg mengangkat pegawal noin-ASN untuk menpisi
jabatann  ABN dikenakan sanksi =csual dongan
ketentuan peraturan perandang-undangan.

BAB X1V
KETENTUAN FENUTUOF

Fizal 66

Pegawai nom-A3N atau nama lainnya wapb diselesaikan
penataannya paling lambacr Desember 2024 dan sojpk
Unclaog-Undang ini mulai berlaky Instanse Pemerintah
dilarang mengargkal pepawai hon-ASN atau nama lainnya
sclain Pegawal ASN.

Pasal 67 . ..
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Pasal AT

Kebijakan dan Manajemen ASN vang diator  dalam
Undang-Undang in dilaksanakan dengan memperhatikan
kekhususan daerah tertento dan wargs negara dengan
kebutuhan khusus,

Pasal 68

Peraturan pelaksanean dan Undang-Undang im haras
ditetapkan paling lama & [cnam) bulan terhitung sejak
Undang-Lindang ini diundangkan.

Pazal G

Ketentuan Manajemen ASN dalam Undang-Undang ini
dilaksanakan paling lama 1 [satu) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Fazal 70

[1} Lernbaga Admunistrasi Megara yang ada pada saat
berlakunya Undang-Undang ini, tetap menfalankan
tugas dan fungsinya sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) hueal b,

2} Badan Kepegawaian Negara yvang ada pada saat
kerlakunye Undang-Undang ini, tetap menjalankan
tugas rlan fungsinya sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) hura! 4.

(3} Hormisi Apacelur Sipil MNepara vang ada pada saat
berlakunws Undang-Undang ini, tetap melaksanakan
tupas dan fungsinya sampea denpan diteraplaniya
prraluran pelaksanaan dan Undang-Undang .

Paza] 71

Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud
flalam Pagal £3 dilaksanakan secara nasional paling lama
1 (satu} tahun terlitung scjak Undang-Undang mi
divunclangkan.

Pasal 72

Pada seat Undang-Undeng ini mulai berlaku, FNS Posat
dan PNS Dacrah diselul sebagas Pegawai ABN.

Pasal 73 . ..
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Pasal 73

Pada =aat Undang-Undang i mular berlakn, ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan
pemnelesaian pelangparan lechedap kodde @ik Bag jahzlacn
fungsional tertentu dinyvarakan tetap berlaku sepanjang
tidale Dertenrangan dengan Undang-Undang i

Pasgl 74

Pada  seal Undene-Undang im0 mulal berlaku,
LUndang-Lindang Nomoer 11 Tahun 19659 tentang Pensiun
Pepawal dan Pensiun Janda/Duda Pepawal {Lembaran
Megara ERcopublik Indonesia Tabun 1969 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negars Republik lndoncsia Nomor
2908) dan peraturan priaksanaannva tetap berlaku
sampal dengan ditctapkannya peraturan pelaksanaan dan
Undanp-Undanp inl yang mcngalur mMongcndl program
penziun Pogawal ASN,

1*asal T3

Pada samt Undang-Undang int mulal berlabu, scmua
peraturan perundang-undangan yang merupskan peraturan
pelakzanaan dan Undang-Undang Wemor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipge] MNegara (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 34494) dinyatakan masih
tetap  lLerlaku  sepanjang tddak bertentangan  dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 7%

Pada saat Undang-Undang ini  mular berlakun,
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Aparatur
SBipil Megara [Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 2014 MNomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5494}, dicabut dan dinyvatakan
tidak herlaknu.

Fasal 77

Undang-Undang ind  mular  berlaku  pada tanpgal
divindanglan.

hpar ...
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Agar sctiap orang mengetabuinya, memerintahlan
pengundangan Undang-Undang ini derpgan
penempatannva  dalam Lembaran Nepara  Republik
Indonesna,

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2023

PRESIDEN REFPLBLIK INDONESIA,
ted.

JOKG WiDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3] Qltober 2023

MENTERI SEKEETARIS NEGARA
HEPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDGNESIA TAHUN 2323 NOMOR 141

Salinan scsual dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PUBLIK [INDONESIA
DeppfvBstag Perundang-undangan
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESLA
NOWMOR 20 TAHUN 2023
TEMTAMNC:
APARATUER SIFIL NEGARA

[. UMUM

Megara Kesatuan Repubblk  Indonesia di dalam Pembuksan
Undang-Undang Dasac SNegarg Republik Indonesis Tahun 1945 elah
mencanangkan Lyuan nasionalnya, wvainl memntenidk susala Pemernintah
Mepara Indonesia vang melindung scegenap banpsd [ndonesia dan sclaruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kcecjahtersan umam,
mencerdaskan kchidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keorertiban dunia
vang berdasarkan kemerdekaan, perdamalan abady dan keadilan sesial.
Tujuan vang termaktub di dalam Pembukasn Undang-Undang Dasar Negara
Republik [ndonesia Tahun 1945 tersebut merupakan sumber motivasi dan
AspIrasl perjuangan scrta tckad bangsa Indenesia untuk terap merdeka dan
mewljudkan tujuan negars tersebut.

Untuk melaksanakan amanah membentuk suatu Permerintah Nepara
Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Hepublik Indonesia Tabhun 1945, diperlukan adanva birokrasi
pemerintahan vang berkinerja  laik. Permnerintah telabh mencananghkan
rehcana aksi membuat pemerintah selalu hadee dengan membangun tars
kelala pemerintahan yvang bersih, efelkof demobkratis, dan ferpercaya. Untak
rmewuuldbannya, dibwiahkan ASN sebagal mesin urama rokras) yang
prifesiongl, oetral dan bwebas dan inlereens politik, bersihe Jdan prakik
Korwpsh, kolust, dan nepodisme, roampy menyelenggarakan pelavanan pubidlik
vanp  berkuahias, serls mampu menjdlsnkan peran sebagnl perekat
persdtuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Drasar Negara Eepublik Indonesia Tahun 1945,

Kerappka repulasi yang mengailc mengen: ASN saatl i oadalah
Undang-TIndang Nomor 5 Tahuo 2004 Menghadaps doma yaog berubah
vepat yvang disertal denpgan kemajuan  tekoologl yvang pesat, runfolan
masvarakal alas pelavanan publik yvang semabio menngkal, ermasuk
tuniulan penyelesainn masalah tensga henorer,  serta peluang dan
tantangan ckonomi global vang dihadapl bangsa Indonesia untulk dapat
bersaing dengan bangsa lain di dunia, perlu dilakukan perubahan terhadap
pokok-pokak PEngaturan dalam Undang-Undang dimaksud.

Berbagai . . .
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Berbagai pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini diharapkan menjadi
dasar untuk melakukan percepatan fransformasi Manajemen ASN unfuk
mewnjudkan birokrasi Indonesia vang profesional dan kerkelas dunia. ASN
perla rmemilikn dgital sindsel dalam menjalankan iransformast birckras
dan Manajemen ASN. Hal mi terkain dengan perubsban pola kerja tatdanan
baru, dimana pekengasn birokras: juga sudah beralih ke diglal based dan
struktur orgamisast Juega mulal  berltanstormas: dan hierarkit menjadi
koordinosl,

Seclain lakta soswlogis dan kondist empins tersebut, secars yundis
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur S1pil Negara juga
perlu disesuaikan dengan adanva Putuzan Mahkamah Konstitusi vang
berimplikasi terbadap meteri muaatan Undang-Undang tersebut. Beberapa
Putuzan Mahkamah Konstibus recsebor, antara lain: Puiusan Mahbkamah
Eonsttus Momaor 4 L PUT-XIT 2014 mengenal pengundocean dicn PVE yaog
mengikliftin kantestasi  politik;  Porusan Mahkamah  Konstitusi Nestuse
B/PUL-XN /2015 mengenal PNS vang tcdak lag menfabmr sebmagal pejabat
nepard dan belum tersedia Towonpan jabmtan; serla Puivsan Mahbamah
Konstitus: Nomeor 87 /PUL-XV 2018 mengenal pemberhentian tidak dengan
hormar PNS karena melakukan tindak pidans.,

Pokok-pokok pengaturan yanp terdapat di dalam Undang-Undang
adalah:

1. penguatan pengawasan Sistem Merit,
penetapan kebutuhan PNS dan PPPEK;
kesejahteraan PNS dan PPPK;

penataan renapga honorer; dan

oA Wk

digitalisasi  Manajemen  ASN termasuk  didalamnya transfermasi
koemponen bMangpemen ASN.

. PASAL DEMI FPASAL
Pa=al 1
Cukup julas.
Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud  dengan “aszas kepasttan  hukum"”  adalah
penyveiengearaan kebijskan dan Manajemen ASN mengutamakan
landasan peraturan perundang-unduangan, keparutan, dan keadilan.

Hurml by o
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Huwruf b

Yang  dimaksud  dengan  “azas  peolezionalifas™  acalah
penyelenggaraan Manajemen ASN mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan kode perilaku ABN serra Kerentgan
peraturan parandang-undangan.

Huruf ¢

Yang  dimaksud dengan  “asas  proporsicnalitas™  adalah
penyelengearadn Mansemen ASN mengutamaban kessimbangan
antara hak dan kewanban Peogaswal ASH,

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan
Manajemen ASN didasarkan pada satu sistem penpelolaan yang
terpadu secara nasional.

Hurul e

Yang dimaksud dengan “asas pendelegasian” adalah sebapian
kewenangan Manajermen ASN dapat didelegasikan prlaksanaannya
kepads Insransi Permerintab.

Huandd T

Yang dimaksud dengan “ases nefralitas™ adalah setiap Pegawai ASN
tidak berpihak dart sepala bentuk peoparub manepun dan tidalk
memihak kepade kepentiogan lain di luar kepentinpgan bangsa dan
TIEZATA,

Hurufp

Yang dimaksud dengan “asas alkuniabililas™ adalah setiap hasil
kerja  dan perilakua kerga Pegawsi o ABN harus dapat
dipertanggungiawabkan kepada publilk sesum dengan kerentuan
peraturan perandang-undangsn,

Hwmuf h

Yang dimaksud denpgan “asas efeklivilas dan efisiensi™ adalah
penyelenggarsan  Maowjemen  ASN harus  berorientasi  pada
pencapaian tujuan organisast melalui pengelolaan sumber daya
zecara optimal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan™ adalah penyvelenggaraan
Manajetnen ASN bersifat terbuka unluk pubbk sesuar dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hurutj. ..
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Hurul

Yang dimaksud denpan “asas neondiskniminati™ adalab
renyelenggaraan Manajemen ASN ndak membedakan latar belakang
subd, tas, warna kulit, agama. asal-usul, |enis kelamin, status
pernikahan, umur, atau berkebutihan khusas.

Hurul k

Yang dimaksud dcngan “Yasas persatuan dan kesatuan® adelah
Pegawal ASN berfungs: scbaga perekat dan pemersatu bangsa.

Huruf |l

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan® adalah
pongaturan penycolengparaan Manajcmen ASKH mencerminkan rasa
keadilan dan kescmpatan vang sama dalam fungsi dan peran
sebagal Pepawar ASN.

Huruf m

Tang  dimaksud dengah  “asas kesejahteraan™  adalah
penyelengparaan Manajemen ASN diarabkan uniuk mewujudkan
petungkatan kualitas hidup Pegawai ASN.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Culup jelas.
Pasal &

Cukup jclas.
Paszal 7

Cukup jclas.
Pasal B

CLkup jelas.
Pasal &

Cukup jclas,
Pasal 10

Cukup jclas,

Fasal 11 ...
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Pasal 11

Cukup jelas.
Fasal 12

Cukiup jelas.
Fasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cubiup jelas,
Pasal 15

Cukup jelas,
Paszal 16

Cukup jclas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pazal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Avat (1)

Pengisian jabatan Tenrara Nasional Tndonesia dan Kepolisian Negaca
Republik [ndonesia oleh ASN dan sebaliknya bertujuan agac ASN,
prajurit Tentara Masional Indonesia, dan anggola Kepolisian Negara
Eecpublik Indonecsia memilikl kescimbangan dan kesctaraan dalam
pengembangan kanernyn berdazarkan Sistem Ment.

Avat [2)
Cukalp jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22 ...

SK No 202837 A



PRESIDEM
REPURBLIK INQDONESIA

-

Pasal 22
Byt (1)

Yang dimaksud denpan ®berhents bekerja®, antare lain pegawal vang
telah mencapai batas usia pensiun, mass  konolraknya  telah
berakhir, meningeal dunia, atau mengalatmi Ueaur [disabilitas yang
membuat pegawar tidak dapar bekerja), atey ditentukan sesaal
dengan ketentuan  peraturan perundsop-undangan,.  Formulasi
besarnya manfeal  jaminan pensien dan jaminan hari tua
thiteniikan dengan memperhatikan antara lain jumlah luran yang
thbayarkan. Manfaal jaminan terscbut juga dapat dibayarkan
kepada ahh warns sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ayat {2]

Cukup jelas
Ayal 2]

Cukup jelas.
Avat (4]

Dalam hal akumulasi furan jaminan pensian dan jaminan hari taa
dilakukan pengembangan, hasit pengecmbangan terzebut  Juga
zebagal sumber pembiayaan untuk manfaat jaminan pensivn dan
jaminan hari tua.

Ayat (5]
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Avat [1)
Culup jelas.

Ayat (2] . ..
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Huruf &
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Bisterm  Merit  diselenggarakan  sesuai  dengan prinsip
meTitokrasi.
Yang dimaksud dengan “prinsip meritokrasi® adalah prinsip
pengelolaan sumber dava manusia vang didasarkan pada
kualitikasi, kompetensi, polensi, dan kines, serla integritas
dan marghitas vane dilaksanaken secara adil dan wajar denpan
ticdak membedakan lalar belakang sukua, ras, warna kalic
aparnd, asal-usul, jenis kelamin, status permikabhan, umuar, ataa
berkebutuban khusas.
Arval (3]
Cukup jelas.
Ayal |4

Cukups jelas.

Aval 3]

Cukup jolas.

Pasnl 27

Cukup jelas.

Pasal 38
Avat (1)

Karakieristil keternbagaan, anlara lain lembaga legislatid, lermbape
chackutif, dan lembaga yudikeand.

Aval (2]

Cukup jelas,
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Cubkup jelas,
Fasal 30

Cukup jclas.
Fasal 31

Cukup |clas.
Fazal 32

Cukup jelas.
Fasal 23

Cukunp jelas.
Fasal 34

Avat (1]

Cukup jelas.
Avat |2)

Pengisian Jabatan Manajerial dari PPPK hanye diperuniukkan bagi
jabaran pimpinan Lnge (ecientl dengan priorilas untuk [nstansi
Fusat tertentu.

Avor il
Clbup pelas.

Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 3o

Cukup julas.
Paxal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

CLkup relas.
Pasal 39

Cukup jelas,

Fasal 40 . _ .
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Cukup jrlas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup pelas.
Fazal 44

Culiup jelas,
Fasal 45

Cukup jelas.
Fasal 46

Ayat [1}

Cukup jclas.

Ayat [Z]

Cukup jclas.

Avat 3]

Humal a

s

PHESIGEN
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Cukup jelas.

Humnal b

Maobilitas talenta antar-astansi Pemerintah  antara lain
mobilitas ASN untuk jabatan ASMN di lembaga cksckutif,
lembaga yudikarif, dan lembaga legislatf serta satuan kerja
atau badan layanan umum/ badan lavanan umum dacrah.

Hurul ¢

Mobilitas talenta ke luar Instanst Pemenntah antara lain badan
usaha mihk negarafbadan usaha milik daerah, lembaga
internasional, badan hukum lain yang dibentuk elch peraturan
perundang-undangan, dan badan swasta.

Ayat [(4) . .
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Byt (4)
Cukup jelas,

FPasal 47

Cukup |clas.
Fasal 48

Cukup jelas.
Fasal 49

Cukunp jelas.
Fasal 50

Cukup jelas.
Fasal 51

Culap jelas.
Prasat 52

Cukun jelas.
Pasnal 53

Ayat (]

Pemberhentisn sementiara PNS apabila diangkat menjadi pejabat
negars, komesioner ataa anggota lembaga nonstruktural  tidak
menghilangkan habk kepegawalan yang terkait dengan masa kerja
darli PNS vang bersangkutan

Avat (2]
Cukup julas,
Avat (3]
Cukup jclas.
[Pasal 54
Clkup jelas.
Pasal oo
Cukup jclas.
Pazal 36
Cubkup jclas,

Paszal 37 . ..
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Pazal 57

Cukup jelas.
Paszal 58

Cukuyp: pelas.
Faszal 349

Cuileup julas.
Fazal &0

Cukup jelas,
Pasal 61

Cukup jelas.
Fasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas,
Fazal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 6o

Yang dirmaksud dengan “penalazan” adalsh lermasak verifikast, validasi,
dan pengangkatan cleh lembaga rang herwetang.

Pasal &7

Cukup jelas.
Pasal &5

Cukup jelas.
Pasal &4

Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71 ...
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Pasal 71

Cukup jclas.
Pazal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas.
Pasal 75

Cukup jclas.
Pazal 76

Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMEBARAN NEGARA REPURLIK INDOQNESIA NOMOR G897

SK Mo 202878 A



SALINAN

PRESDEM
FEFUSLIK IMDOSE<SI2

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

DISTRIBUSI 1l

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada
Pemerintah untuk mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional
yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan
bangsa untuk kemajuan peradaban serta

kesejahteraan umat manusia;

bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem
pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan
ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa

Indonesia yang berkelanjutan;

bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam
menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan
pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan
intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang
berbudaya dan  kreatif, toleran, demokratis,
berkarakter tangguh, serta berani membela
kebenaran untuk kepentingan bangsa;

d. bahwa ...
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d. bahwa wuntuk mewujudkan keterjangkauan dan
pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh
pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan
kepentingan masyarakat bagi kemajuan,
kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan
penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah,
dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek
demografis dan geografis;

e. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan
tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan

kepastian hukum;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pendidikan Tinggi;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI.

BABI ...

DISTRIBUSI 1l
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

DISTRIBUSI 1l

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa, dan negara.

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah
pendidikan menengah yang mencakup program
diploma, program sarjana, program magister,
program doktor, dan program profesi, serta program
spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan

tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan
yang digali, disusun, dan dikembangkan secara
sistematis dengan menggunakan pendekatan
tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah
untuk menerangkan gejala alam dan/atau

kemasyarakatan tertentu.

Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan
berbagai cabang  Ilmu Pengetahuan  yang
menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan
kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu
kehidupan manusia.

Humaniora adalah disiplin akademik yang mengkaji

nilai intrinsik kemanusiaan.

6. Perguruan . ..
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11.

12.

13.

14.
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Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat
PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan
dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.

Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat
PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan

dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya
disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan
Tinggi untuk  menyelenggarakan  Pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian

suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan
sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa
dengan dosen dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar.

Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan
dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan,
Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

15. Mahasiswa . . .
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17.
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19.

20.

21.

22.

23.
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Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang
Pendidikan Tinggi.

Masyarakat adalah kelompok warga negara
Indonesia nonpemerintah yang mempunyai
perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan
Tinggi.

Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan
dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan
metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau

pendidikan vokasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan
standar yang meliputi standar nasional pendidikan,
ditambah dengan standar penelitian, dan standar
pengabdian kepada masyarakat.

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

Kementerian adalah perangkat pemerintah yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang

pendidikan.

Kementerian lain adalah perangkat pemerintah yang
membidangi urusan pemerintahan di luar bidang
pendidikan.

Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang
selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga
pemerintah pusat yang melaksanakan tugas
pemerintahan tertentu.

24. Menteri ...

DISTRIBUSI 1l
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24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal Ika.

Pasal 3

Pendidikan Tinggi berasaskan:
kebenaran ilmiah;
penalaran;

kejujuran;

keadilan;

manfaat;

kebajikan;

tanggung jawab;

5RO o0 T

kebhinnekaan; dan

e

keterjangkauan.

Pasal 4
Pendidikan Tinggi berfungsi:

a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif,
responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan
kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan

c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
dengan memperhatikan dan menerapkan nilai

Humaniora.

Pasal 5 ...
DISTRIBUSI Il
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Pasal 5

Pendidikan Tinggi bertujuan:

a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan
berbudaya untuk kepentingan bangsa;

b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu
Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi
kepentingan nasional dan peningkatan daya saing
bangsa;

c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
melalui  Penelitian yang memperhatikan dan
menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi
kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan
kesejahteraan umat manusia; dan

d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis
penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat
dalam memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu

Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi

Pasal 6
Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:
a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;

b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan

kesatuan bangsa;
c. pengembangan . . .

DISTRIBUSI 1l
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c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan
kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;

d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang
berlangsung sepanjang hayat;

e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas
Mahasiswa dalam pembelajaran;

f. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan
memperhatikan lingkungan secara selaras dan

seimbang;

g. kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan

minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;

h.satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka

dan multimakna;

i. keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang

mampu secara ekonomi; dan

j- pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui
peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian
mutu layanan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

(1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi.

(2) Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan,
pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan

koordinasi.

(3) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi meliputi:

a. kebijakan umum dalam pengembangan dan

koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari

sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan

tujuan Pendidikan Tinggi;

b. penetapan. ..
DISTRIBUSI II
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b. penetapan  kebijakan umum nasional dan
penyusunan rencana pengembangan jangka
panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan
Tinggi yang berkelanjutan;

c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi,
keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan

akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;

d. pemantapan dan peningkatan kapasitas
pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber
daya Perguruan Tinggi;

e. pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali

pendidikan tinggi keagamaan;

f. kebijakan umum dalam penghimpunan dan
pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk

mengembangkan Pendidikan Tinggi;

g. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau
konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk
merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan
Tinggi; dan

h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin
pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan
Tinggi.

Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi

keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang

dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab
Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan
wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Paragraf 1
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan

Otonomi Keilmuan

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan
pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar

akademik, dan otonomi keilmuan.

(2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau
penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan

peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

(3) Pelaksanaan  kebebasan akademik, kebebasan
mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di
Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi
Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan

difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 9

(1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas
Akademika dalam = Pendidikan Tinggi untuk
mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui

pelaksanaan Tridharma.

(2) Kebebasan . ..
DISTRIBUSI I
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(2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor
dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa
ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan
bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan
dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

(3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas
Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan
dan/atau Teknologi dalam menemukan,
mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau
mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah,

metode keilmuan, dan budaya akademik.

Paragraf 2

Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 10

(1) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan
kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu

Pengetahuan yang disusun secara sistematis.

(2) Rumpun Ilmu  Pengetahuan dan = Teknologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

. Tumpun ilmu agama;

. rumpun ilmu humaniora;

. rumpun ilmu sosial;

. Tumpun ilmu alam;

o Qo 0 T P

. rumpun ilmu formal; dan
f. rumpun ilmu terapan.

(3) Rumpun [Imu Pengetahuan dan Teknologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditransformasikan, dikembangkan, dan/atau
disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui

Tridharma.

Paragraf 3 ...
DISTRIBUSI I
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Paragraf 3
Sivitas Akademika

Pasal 11

(1) Sivitas Akademika merupakan komunitas yang
memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan
budaya akademik.

(2) Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan,
norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari
[lmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan asas
Pendidikan Tinggi.

(3) Pengembangan budaya akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi
sosial tanpa membedakan suku, agama, ras,
antargolongan, jenis kelamin, kedudukan sosial,

tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.

(4) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran
ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan IImu
Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangan

Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah.

(5) Sivitas Akademika berkewajiban memelihara dan
mengembangkan budaya akademik dengan
memperlakukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan

paradigma moral.

Pasal 12

(1) Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki
tugas mentransformasikan Ilmu  Pengetahuan
dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada
Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan
pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif

mengembangkan potensinya.

(2) Dosen. ..
DISTRIBUSI 1l
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Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas
mengembangkan suatu cabang I[lmu Pengetahuan
dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian
ilmiah serta menyebarluaskannya.

Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib
menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan
oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah
sebagai salah satu sumber belajar dan untuk
pengembangan budaya akademik serta pembudayaan
kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

Pasal 13

Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika
diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki
kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri
di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual,
ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.

Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara aktif mengembangkan potensinya dengan
melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran
ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan
pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan
dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan,
intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang
berbudaya.

Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan
mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta
bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.

Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan
sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan
kemampuannya.

Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan
sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan
tidak melebihi ketentuan batas waktu yang
ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

(6) Mahasiswa . . .
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(6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati
norma  Pendidikan  Tinggi untuk  menjamin
terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya
akademik.

Pasal 14

(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan
kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan
ekstrakurikuler = sebagai  bagian dari  proses
Pendidikan.

(2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.

(3) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan
ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga
Jenis Pendidikan Tinggi

Paragraf 1
Pendidikan Akademik

Pasal 15
(1) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi

program sarjana dan/atau program pascasarjana
yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan

cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(2) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan
akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berada dalam tanggung jawab Kementerian.

Paragraf 2 . . .

DISTRIBUSI 1l
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Paragraf 2
Pendidikan Vokasi

Pasal 16

(1) Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi
program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk
pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai

program sarjana terapan.

(2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai
program magister terapan atau program doktor

terapan.

(3) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan

vokasi berada dalam tanggung jawab Kementerian.

Paragraf 3

Pendidikan Profesi

Pasal 17
(1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi

setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa
dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan
keahlian khusus.

(2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi
dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian
lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang
bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Bagian Keempat . . .
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Bagian Keempat

Program Pendidikan Tinggi

Paragraf 1

Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor

Pasal 18

(1) Program sarjana merupakan pendidikan akademik
yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan
menengah  atau  sederajat sehingga mampu
mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

melalui penalaran ilmiah.

(2) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau
ilmuwan yang Dberbudaya, mampu memasuki
dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu
mengembangkan diri menjadi profesional.

(3) Program sarjana wajib memiliki Dosen yang
berkualifikasi akademik minimum lulusan program
magister atau sederajat.

(4) Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar

sarjana.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program sarjana

diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 19
(1) Program magister merupakan pendidikan akademik
yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana
atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan
mengembangkan Ilmu  Pengetahuan dan/atau

Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

(2) Program . ..
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(2) Program magister sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi
intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu
memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja
serta mengembangkan diri menjadi profesional.

(3) Program magister wajib memiliki Dosen yang
berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau
yang sederajat.

(4) Lulusan program magister berhak menggunakan gelar

magister.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister

diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 20

(1) Program doktor merupakan pendidikan akademik
yang diperuntukkan bagi lulusan program magister
atau sederajat sehingga mampu menemukan,
menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi
kepada pengembangan, serta pengamalan IImu
Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan

penelitian ilmiah.

(2) Program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa
untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan
kemampuan dan kemandirian sebagai filosof
dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan
menghasilkan dan/atau mengembangkan teori
melalui Penelitian yang komprehensif dan akurat

untuk memajukan peradaban manusia.

(3) Program doktor wajib memiliki Dosen yang
berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau
yang sederajat.

(4) Lulusan ...
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Lulusan program doktor berhak menggunakan gelar
doktor.

Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor
diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Program Diploma, Magister Terapan, dan Doktor Terapan

(1)

DISTRIBUSI 1l

Pasal 21

Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang
diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah
atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan
dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan

dan/atau Teknologi.

Program diploma sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang
terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan
bidang keahliannya.

Program diploma sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas program:

a. diploma satu;

b. diploma dua;

c. diploma tiga; dan

d. diploma empat atau sarjana terapan.

Program diploma sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi
akademik minimum lulusan program magister atau

sederajat.

Pada program diploma satu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan program diploma dua
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat
menggunakan instruktur  yang berkualifikasi
akademik minimum Ilulusan diploma tiga atau

sederajat yang memiliki pengalaman.

(6) Lulusan ...
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(6) Lulusan program diploma berhak menggunakan gelar
ahli atau sarjana terapan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai program diploma
diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 22

(1) Program magister terapan merupakan kelanjutan
pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan
program sarjana terapan atau sederajat untuk
mampu mengembangkan dan mengamalkan
penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi

melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

(2) Program magister terapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi
ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan

[Imu Pengetahuan dan Teknologi pada profesinya.

(3) Program magister terapan wajib memiliki Dosen yang
berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau

yang sederajat.

(4) Lulusan  program  magister terapan  berhak

menggunakan gelar magister terapan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister
terapan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 23

(1) Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi
lulusan program magister terapan atau sederajat
untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau
memberikan kontribusi bagi penerapan,
pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian

ilmiah.

(2) Program ...
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Program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengembangkan dan memantapkan
Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan
meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai
ahli dan menghasilkan serta mengembangkan
penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui
penelitian yang komprehensif dan akurat dalam

memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia.

Program doktor terapan wajib memiliki Dosen yang
berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau

yang sederajat.

Lulusan program doktor terapan berhak
menggunakan gelar doktor terapan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor
terapan diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Program Profesi dan Program Spesialis

Pasal 24

Program profesi merupakan pendidikan keahlian
khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program
sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat
dan kemampuan memperoleh kecakapan yang
diperlukan dalam dunia kerja.

Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang
bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain,
LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung
jawab atas mutu layanan profesi.

Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menyiapkan profesional.

(4) Program . ..
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Program profesi wajib memiliki Dosen yang
berkualifikasi akademik minimum lulusan program
profesi dan/atau lulusan program magister atau yang
sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat
2 (dua) tahun.

Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar

profesi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai program profesi

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Program spesialis merupakan pendidikan keahlian
lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan
bagi lulusan  program  profesi yang telah
berpengalaman sebagai profesional untuk
mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi
spesialis.

Program spesialis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi
bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain,
LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung
jawab atas mutu layanan profesi.

Program spesialis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meningkatkan kemampuan spesialisasi dalam
cabang ilmu tertentu.

Program spesialis wajib memiliki Dosen yang
berkualifikasi akademik minimum lulusan program
spesialis dan/atau lulusan program doktor atau yang
sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat
2 (dua) tahun.

Lulusan program spesialis berhak menggunakan gelar
spesialis.

(6) Ketentuan . ..
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program spesialis
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4
Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi

Pasal 26

(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik.
(2) Gelar akademik terdiri atas:

a. sarjana;

b. magister; dan
c. doktor.

(3) Gelar vokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan vokasi.

(4) Gelar vokasi terdiri atas:

. ahli pratama;

. ahli muda;

. ahli madya;

. sarjana terapan;

. magister terapan; dan

S oo 0 T P

. doktor terapan.

(5) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan profesi.

(6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan
Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau
organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap
mutu layanan profesi.

(7) Gelar profesi terdiri atas:

a. profesi; dan

b. spesialis.

(8) Ketentuan . ..
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Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik,
gelar vokasi, atau gelar profesi diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Selain gelar doktor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) huruf c, Perguruan Tinggi yang
memiliki program doktor berhak memberikan gelar
doktor kehormatan kepada perseorangan yang layak
memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-
jasa yang luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi dan/atau berjasa dalam bidang

kemanusiaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar doktor

kehormatan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya
digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang
dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar

vokasi, atau gelar profesi.

Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya
dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan
yang diterima dari Perguruan Tinggi.

Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah

dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang
tidak terakreditasi; dan/atau

b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara
Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan
gelar akademik dan gelar vokasi.

Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh
Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan ...
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a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang
tidak terakreditasi; dan/atau

b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang
tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi
dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan
Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk
memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar
profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau
plagiat.

(6) Perseorangan, organisasi, atau  penyelenggara
Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang
memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar

profesi.

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan

gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Bagian Kelima

Kerangka Kualifikasi Nasional

Pasal 29
(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan
penjenjangan capaian pembelajaran yang

menyetarakan luaran bidang pendidikan formal,
nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam
rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan
struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan
kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan
vokasi, dan pendidikan profesi.

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam . . .
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Bagian Keenam

Pendidikan Tinggi Keagamaan

Pasal 30

Pemerintah atau Masyarakat dapat

menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.

Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berbentuk universitas, institut, sekolah
tinggi, akademi dan dapat berbentuk ma’had aly,

pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi
keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar
mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui

penggunaan berbagai media komunikasi.

Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertujuan:

a. memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada
kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti
Pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan

b. memperluas akses serta mempermudah layanan
Pendidikan  Tinggi dalam  Pendidikan dan

pembelajaran.

Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam
berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung
oleh sarana dan layanan belajar serta sistem
penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan

Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(4) Ketentuan . ..
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Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan
Menteri.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

(1)

(1)

DISTRIBUSI 1l

Pasal 32

Program  Studi dapat dilaksanakan  melalui
pendidikan khusus bagi Mahasiswa yang memiliki
tingkat kesulitan dalam mengikuti proses
pembelajaran dan/atau Mahasiswa yang memiliki
potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Selain pendidikan khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Program Studi juga dapat dilaksanakan
melalui pendidikan layanan khusus dan/atau

pembelajaran layanan khusus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi yang
melaksanakan pendidikan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pendidikan layanan
khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan
Proses Pendidikan dan Pembelajaran

Paragraf 1
Program Studi

Pasal 33

Program pendidikan dilaksanakan melalui Program
Studi.

(2) Program . ..
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(2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode
pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan.

(3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri

setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

(4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit
pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

(5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin

penyelenggaraan.

(6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat

jangka waktu akreditasinya berakhir.

(7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut
izinnya oleh Menteri.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode
pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 34

(1) Program Studi diselenggarakan di kampus utama
Perguruan Tinggi dan/atau dapat diselenggarakan di
luar kampus utama dalam suatu provinsi atau di
provinsi lain melalui kerja sama dengan Perguruan
Tinggi setempat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
Program Studi di kampus utama Perguruan Tinggi
dan/atau di luar kampus utama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Menteri.

Paragraf 2 ...
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Paragraf 2

Kurikulum

Pasal 35

(1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

(2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan
Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang
mencakup pengembangan kecerdasan intelektual,

akhlak mulia, dan keterampilan.

(3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:

a. agama,;
b. Pancasila;

c. kewarganegaraan; dan
d. bahasa Indonesia.

(4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan
kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

(5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan untuk program sarjana dan program
diploma.

Pasal 36

Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama
Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau
organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu
layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.

Paragraf 3 ...
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Paragraf 3

Bahasa Pengantar

Pasal 37

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib

menjadi bahasa pengantar di Perguruan Tinggi.

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa
pengantar dalam program studi bahasa dan sastra

daerah.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa
pengantar di Perguruan Tinggi.

Paragraf 4

Perpindahan dan Penyetaraan

Pasal 38
(1) Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan antar:
a. Program Studi pada program Pendidikan yang
sama;
b. jenis Pendidikan Tinggi; dan/atau
c. Perguruan Tinggi.
(2) Ketentuan  mengenai  perpindahan  Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Menteri.

Pasal 39

(1) Lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan
profesi dapat melanjutkan pendidikannya pada
pendidikan akademik melalui penyetaraan.

(2) Lulusan pendidikan akademik dapat melanjutkan
pendidikannya pada pendidikan vokasi atau
pendidikan profesi melalui penyetaraan.

(3) Ketentuan . ..
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Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan lulusan
pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
penyetaraan lulusan pendidikan akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 40

Lulusan Perguruan Tinggi negara lain dapat
mengikuti Pendidikan Tinggi di Indonesia setelah

melalui penyetaraan.

Ketentuan mengenai penyetaraan lulusan Perguruan
Tinggi negara lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Sumber Belajar, Sarana, dan Prasarana

Pasal 41

Sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi
wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh
Perguruan Tinggi sesuai dengan Program Studi yang

dikembangkan.

Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat digunakan secara bersama oleh beberapa
Perguruan Tinggi.

Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana
untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai
dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan

Mahasiswa.

Paragraf 6. ..
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Paragraf 6
[jazah

Pasal 42

[jazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik
dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap
prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program
studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh
Perguruan Tinggi.

[jazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat
Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh
lulusan Pendidikan Tinggi.

Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya
ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang
terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat,
ijjazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut

oleh Perguruan Tinggi.

Perseorangan, organisasi, atau  penyelenggara
Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang

memberikan ijazah.

Paragraf 7
Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi

Pasal 43

Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk
melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan
pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh
Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian,
Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi
yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi,
dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat . . .
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(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan
Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau
organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap
mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perseorangan, organisasi, atau  penyelenggara
Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang

memberikan sertifikat profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Sertifikat kompetensi  merupakan  pengakuan
kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan
keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki
prestasi di luar program studinya.

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja
sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan,
atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada
lulusan yang lulus uji kompetensi.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk

memperoleh pekerjaan tertentu.

(4) Perseorangan, organisasi, atau  penyelenggara
Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang
memberikan sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi
diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesepuluh. . .
DISTRIBUSI I
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Bagian Kesepuluh

Penelitian

Pasal 45

(1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk
mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi,
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
daya saing bangsa.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan

otonomi keilmuan dan budaya akademik.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan

kompetisi.

Pasal 46
(1) Hasil Penelitian bermanfaat untuk:

a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta

pembelajaran;

b. peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan

peradaban bangsa;

c. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya
saing bangsa;

d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan

nasional; dan

e. perubahan Masyarakat Indonesia menjadi
Masyarakat berbasis pengetahuan.

(2) Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara
diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan
oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang
bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau

membahayakan kepentingan umum.

(3) Hasil . ..
DISTRIBUSI I
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Hasil Penelitian Sivitas Akademika yang diterbitkan
dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang
dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna,
dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber
belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh

Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 47

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan
Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan
membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
untuk memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengabdian  kepada  Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai
bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik,
keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas

Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan
sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau
untuk pembelajaran dan pematangan  Sivitas
Akademika.

Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil
Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan
dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang
dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri,

dan/atau teknologi tepat guna.

Bagian Keduabelas . . .
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Bagian Keduabelas

Kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat

Pasal 48

Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja
sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan
Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan
Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat
mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai pusat
Penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi.

Perguruan Tinggi dapat mendayagunakan fasilitas
Penelitian di Kementerian lain dan/atau LPNK.

Pemerintah memfasilitasi kerja sama dan kemitraan
antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi

dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang

Penelitian.
Bagian Ketigabelas
Pelaksanaan Tridharma
Pasal 49
Ruang lingkup, kedalaman, dan  kombinasi

pelaksanaan Tridharma dilakukan sesuai dengan
karakteristik dan kebutuhan setiap jenis dan program
Pendidikan Tinggi.

Ketentuan mengenai ruang lingkup, kedalaman, dan
kombinasi pelaksanaan Tridharma sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Menteri.

Bagian Keempatbelas . . .
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Bagian Keempatbelas

Kerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi

Pasal 50

(1) Kerja sama  internasional Pendidikan Tinggi
merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian
dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik
untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa

kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.

(2) Kerja sama internasional harus didasarkan pada
prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan
mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi
kehidupan manusia.

(3) Kerja  sama  internasional mencakup bidang
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada
Masyarakat.

(4) Kerja sama internasional dalam pengembangan
Pendidikan Tinggi dapat dilakukan, antara lain,
melalui:

a. hubungan antara lembaga Pendidikan Tinggi di
Indonesia dan lembaga Pendidikan Tinggi negara
lain dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan
yang bermutu,;

b. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya
lokal pada Perguruan Tinggi di dalam dan di luar
negeri; dan

c. pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri.

(5) Kebijakan nasional mengenai kerja sama
internasional Pendidikan Tinggi ditetapkan dalam

Peraturan Menteri.

BABIII . ..
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BAB III
PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu

Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 51

(1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan
Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang
mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan
menghasilkan [lmu Pengetahuan dan/atau Teknologi

yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.

(2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan
mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan

Pendidikan bermutu.

Pasal 52

(1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan
kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu
Pendidikan Tinggi secara berencana dan

berkelanjutan.

(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan,
evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar
Pendidikan Tinggi.

(3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu
Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan
Tinggi.

(4) Sistem  penjaminan mutu Pendidikan  Tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan
pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 53 . ..
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Pasal 53

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan
oleh Perguruan Tinggi; dan

b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan

melalui akreditasi.

Bagian Kedua

Standar Pendidikan Tinggi

Pasal 54
(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang

ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan
yang bertugas menyusun dan mengembangkan

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh
setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada

Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan
standar yang meliputi standar nasional pendidikan,
ditambah dengan standar penelitian, dan standar

pengabdian kepada masyarakat.

(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan
dengan  memperhatikan  kebebasan  akademik,
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

(4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar
dalam bidang akademik dan nonakademik yang
melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

DISTRIBUSI Il (5) Dalam . . .
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Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur
pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar
Pendidikan Tinggi secara berkala.

Menteri mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian
Standar Pendidikan Tinggi kepada Masyarakat.

Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Akreditasi

Pasal 55

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai
dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menentukan kelayakan Program
Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem
akreditasi.

Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Akreditasi Program Studi sebagai bentuk
akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga
akreditasi mandiri.

Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan
Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan
Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas
rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi.

(7) Lembaga . . .
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Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu
dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan
kewilayahan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai  akreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi
mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur

dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Pasal 56

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan
kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara

nasional.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber
informasi bagi:

a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi

Program Studi dan Perguruan Tinggi;

b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan,
perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan
evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program

Studi dan Perguruan Tinggi; dan

c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program

Studi dan Perguruan Tinggi.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan
dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga
yang ditunjuk oleh Kementerian.

(4) Penyelenggara . . .
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Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan
data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi
serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

Bagian Kelima

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Pasal 57

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan
satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi
membantu peningkatan mutu penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri.

Menteri menetapkan tugas dan fungsi lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
kebutuhan.

Menteri secara berkala mengevaluasi kinerja lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi

Pasal 58
Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan peran
sebagai:
a. wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat;

b. wadah pendidikan calon pemimpin bangsa;

C. pusat. ..
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c. pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;
d. pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk
mencari dan menemukan kebenaran; dan
e. pusat pengembangan peradaban bangsa.
(2) Fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta

Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua

Bentuk Perguruan Tinggi

Pasal 59
(1) Bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas:
a. universitas;
b. institut;
c. sekolah tinggi;
d. politeknik;
e. akademi; dan
f. akademi komunitas.

(2) Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai
rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan
jika memenuhi syarat, universitas dapat
menyelenggarakan pendidikan profesi.

(3) Institut merupakan  Perguruan  Tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah
rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi
tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat

menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4) Sekolah . ..
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Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu
rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi
tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi
dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai
rumpun I[lmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan
jika memenuhi syarat, politeknik dapat

menyelenggarakan pendidikan profesi.

Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu
atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau

Teknologi tertentu.

Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi
yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat
diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau
beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau
Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal
atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Bagian Ketiga

Pendirian Perguruan Tinggi

Pasal 60
PTN didirikan oleh Pemerintah.

PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk
badan penyelenggara berbadan hukum yang

berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.

Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan
bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Perguruan . . .
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(4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi

standar minimum akreditasi.
(5) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.
(6) Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh

menteri sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan
PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin
PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi

Pasal 61

(1) Organisasi penyelenggara merupakan unit Kkerja
Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan
kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber

daya.

(2) Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:

a. penyusun kebijakan,;

b. pelaksana akademik;

c. pengawas dan penjaminan mutu,;

d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

(3) Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur
dalam Statuta Perguruan Tinggi.

Bagian Kelima . ..

DISTRIBUSI Il



(1)

(2)

PRESDEM
FEFUSLIK IMDOSE<SI2

- 45 -

Bagian Kelima

Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pasal 62

Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola
sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan

Tridharma.

Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan
Tinggi.

Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi
untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh
Perguruan Tinggi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan
tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk
melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 63

Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan

berdasarkan prinsip:

a
b.

o

(R

(1)

DISTRIBUS

. akuntabilitas;

transparansi;

nirlaba;

. penjaminan mutu; dan

. efektivitas dan efisiensi.

Pasal 64

Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik
dan bidang nonakademik.

(2) Otonomi . . .
L
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(2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penetapan norma dan kebijakan operasional serta
pelaksanaan Tridharma.

(3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penetapan norma dan kebijakan operasional serta
pelaksanaan:

a. organisasi;
b. keuangan;
c. kemahasiswaan;
d. ketenagaan; dan

f. sarana prasarana.

Pasal 65

(1) Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat
diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja
oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau
dengan membentuk PTN badan hukum untuk

menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.

(2) PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki tata kelola dan kewenangan
pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki:
a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang
dipisahkan kecuali tanah;
b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara

mandiri;

c. unit ...
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c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan
transparansi;

d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan,
dan akuntabel;

e. wewenang mengangkat dan memberhentikan
sendiri Dosen dan tenaga kependidikan;

f. wewenang mendirikan badan usaha dan
mengembangkan dana abadi; dan

g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan,
dan menutup Program Studi.

Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN

badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi

Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan otonomi PTN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 66
Statuta PTN ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Statuta PTN badan hukum ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan

badan penyelenggara.

Pasal 67

Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 pada PTS diatur oleh badan
penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Perguruan

Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal

65 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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Bagian Keenam

Ketenagaan

Paragraf 1

Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 69
(1) Ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas:

a. Dosen; dan
b. tenaga kependidikan.

(2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditempatkan di
Perguruan Tinggi oleh Pemerintah atau badan
penyelenggara.

(3) Setiap orang yang memiliki keahlian dan/atau
prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi Dosen
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 70

(1) Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga
kependidikan oleh Pemerintah dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga
kependidikan oleh badan penyelenggara dilakukan
berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan
kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri . . .
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(4) Menteri dapat menugasi Dosen yang diangkat oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
PTN untuk peningkatan mutu Pendidikan Tinggi.

(5) Pemerintah memberikan insentif kepada Dosen
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Dosen
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberian
insentif kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 71

(1) Pemimpin PTN dapat mengangkat Dosen tetap sesuai
dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atas
persetujuan Pemerintah.

(2) PTN memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada
Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pemerintah memberikan tunjangan jabatan
akademik, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan
kehormatan kepada Dosen tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dosen
tetap pada PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2
Jenjang Jabatan Akademik

Pasal 72

(1) Jenjang jabatan akademik Dosen tetap terdiri atas
asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.

(2) Jenjang . ..
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Jenjang jabatan akademik Dosen tidak tetap diatur
dan ditetapkan oleh penyelenggara Perguruan
Tinggi.

Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10
(sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap dan memiliki
publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau
yang sederajat, dan telah memenuhi persyaratan
dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik
profesor.

Batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan
akademik profesor ditetapkan 70 (tujuh puluh)
tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan
profesi serta tunjangan kehormatan.

Menteri dapat mengangkat seseorang dengan
kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan
akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.
Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian
tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan
pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar
biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur
dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Kemahasiswaan

Paragraf 1

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 73
Penerimaan Mahasiswa baru PTN untuk setiap
Program Studi dapat dilakukan melalui pola
penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk

lain.

(2) Pemerintah . . .
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(2) Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa yang
akan mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru
secara nasional.

(3) Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan akademik
wajib diterima oleh Perguruan Tinggi.

(4) Perguruan Tinggi menjaga keseimbangan antara
jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program
Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, Dosen
dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber
daya pendidikan lainnya.

(5) Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi
merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan
dengan tujuan komersial.

(6) Penerimaan Mahasiswa baru PTS untuk setiap
Program Studi diatur oleh PTS masing-masing atau
dapat mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru
PTN secara nasional.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan
Mahasiswa baru PTN secara nasional diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 74

(1) PTN wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa
yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang
mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari
daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk
diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar
pada semua Program Studi.

(2) Program Studi yang menerima calon Mahasiswa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
memperoleh  bantuan biaya Pendidikan dari
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi,
dan/atau Masyarakat.

Pasal 75 ...
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Pasal 75

(1) Warga negara asing dapat diterima menjadi
Mahasiswa pada Perguruan Tinggi.

(2) Penerimaan Mahasiswa warga negara  asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan:

a. kualifikasi akademik;

b. Program Studi;

c. jumlah Mahasiswa; dan
d. lokasi Perguruan Tinggi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
penerimaan  Mahasiswa warga negara  asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Pemenuhan Hak Mahasiswa

Pasal 76

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan
Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang
kurang mampu secara ekonomi untuk dapat
menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan

akademik.

(2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:
a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;

b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan;

dan/atau

c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi

setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

(3) Perguruan . ..
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Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan
Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung
oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai
dengan kemampuan  Mahasiswa, orang tua
Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak
Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan
Menteri.

Paragraf 3

Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 77
Mahasiswa dapat membentuk organisasi
kemahasiswaan.
Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki

fungsi untuk:

a. mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam
mengembangkan bakat, minat, dan potensi
Mahasiswa;

b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis,
keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa
kebangsaan;

c. memenuhi  kepentingan dan  kesejahteraan
Mahasiswa; dan

d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan organisasi intra Perguruan

Tinggi.

Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana

serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi

kemahasiswaan.

(5) Ketentuan . ..
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Ketentuan lain mengenai organisasi kemahasiswaan
diatur dalam statuta perguruan tinggi.

Bagian Kedelapan

Akuntabilitas Perguruan Tinggi

Pasal 78

Akuntabilitas Perguruan Tinggi merupakan bentuk
pertanggungjawaban  Perguruan Tinggi kepada
Masyarakat yang terdiri atas:

a. akuntabilitas akademik; dan
b. akuntabilitas nonakademik.

Akuntabilitas Perguruan = Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib diwujudkan dengan
pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem
pelaporan tahunan.

Laporan tahunan akuntabilitas Perguruan Tinggi
dipublikasikan kepada Masyarakat.

Sistem pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pengembangan Perguruan Tinggi

Paragraf 1

Umum

Pasal 79
Pemerintah memfasilitasi kerja sama antar Perguruan
Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia
usaha, industri, alumni, Pemerintah Daerah,
dan/atau pihak lain.

(2) Pemerintah . . .
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(2) Pemerintah mengembangkan sistem pengelolaan
informasi Pendidikan Tinggi.

(3) Pemerintah mengembangkan sistem pembinaan
berjenjang melalui kerja sama antar Perguruan
Tinggi.

(4) Pemerintah mengembangkan sumber pembelajaran
terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Sivitas
Akademika.

(5) Pemerintah mengembangkan jejaring antar Perguruan

Tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Paragraf 2

Pola Pengembangan Perguruan Tinggi

Pasal 80

(1) Pemerintah mengembangkan secara bertahap pusat

unggulan pada Perguruan Tinggi.

(2) Pemerintah mengembangkan paling sedikit 1 (satu)
PTN berbentuk wuniversitas, institut, dan/atau
politeknik di setiap provinsi.

(3) PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berbasis Tridharma sesuai dengan
potensi unggulan daerah untuk mendukung

kebutuhan pembangunan nasional.

Pasal 81

(1) Pemerintah bersama Pemerintah Daerah
mengembangkan secara bertahap paling sedikit 1
(satu) akademi komunitas dalam bidang yang sesuai
dengan potensi unggulan daerah di kabupaten/kota
dan/atau di daerah perbatasan.

(2) Akademi . ..
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(2) Akademi komunitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berbasis kebutuhan daerah
untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan
masyarakat.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan
Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79

sampai dengan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Sumber Pendanaan Pendidikan

Tinggi

Pasal 83

(1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi
yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan
dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 84

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan
Pendidikan Tinggi.

(2) Pendanaan Pendidikan Tinggi yang diperoleh dari
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam
bentuk:

a. hibah . ..
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a. hibah;

b. wakaf;

c. zakat;

d. persembahan kasih;

e. kolekte;

f. dana punia;

g. sumbangan individu dan/atau perusahaan;
h. dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau

—e

bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 85

(1) Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam
pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama
pelaksanaan Tridharma.

(2) Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber
dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh
Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa,
orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang

membiayainya.

Pasal 86

(1) Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia
industri dengan aktif memberikan bantuan dana
kepada Perguruan Tinggi.

(2) Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha
dan dunia industri atau anggota Masyarakat yang
memberikan bantuan atau sumbangan
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87 . ..
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Pasal 87

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan
hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan
Tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan
Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Pengalokasian

Pasal 88

(1) Pemerintah menetapkan standar satuan biaya
operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan

mempertimbangkan:

a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b. jenis Program Studi; dan

c. indeks kemahalan wilayah.

(2) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN.

(3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh
PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh

Mahasiswa.

(4) Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan
kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua
Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan
biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Menteri.

Pasal 89 . ..
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Pasal 89

Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan

untuk:

a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga
kependidikan, serta investasi dan pengembangan;
b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen,

tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan
pengembangan; dan
c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk
mengikuti Pendidikan Tinggi.
Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a untuk PTN badan hukum diberikan
dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme
pendanaan pada PTN badan hukum diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari
Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah
daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di
daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan

daerah.

Pemerintah mengalokasikan dana bantuan

operasional PTN dari anggaran fungsi Pendidikan.

Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dikelola oleh Kementerian.

BAB VI . ..
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BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH
LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 90

Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau
diakui di negaranya.

Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program
Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi
lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. memperoleh izin Pemerintah;

b. berprinsip nirlaba;

c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia

atas izin Pemerintah; dan

d. mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan

warga negara Indonesia.

Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung
kepentingan nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi
lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam
Peraturan Menteri.

BAB VII . ..
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BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 91

(1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan

(2)

DISTRIBUSI 1l

Pendidikan Tinggi.

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan cara:

a.

g.

h.

menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi

profesi, dunia usaha, dan dunia industri;

. memberikan beasiswa dan/atau bantuan

Pendidikan kepada Mahasiswa;

. mengawasi dan menjaga mutu Pendidikan Tinggi

melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya

masyarakat;

. menyelenggarakan PTS bermutu;

. mengembangkan karakter, minat, dan bakat

Mahasiswa;

menyediakan tempat magang dan praktik kepada

Mahasiswa;

memberikan berbagai bantuan melalui tanggung
jawab sosial perusahaan;
mendukung kegiatan Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat;

berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan

Tridharma; dan/atau

. peran serta lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VIII . ..
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BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 8
ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20
ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23
ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28
ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal
33 ayat (6), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal
41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal
73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76
ayat (1), Pasal 78 ayat (2), atau Pasal 90 ayat (5)
dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan
dari Pemerintah;

c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan
Pendidikan;

d. penghentian pembinaan; dan/atau

e. pencabutan izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

Peraturan Menteri.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan
Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7),
Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4),
Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
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BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain
dan LPNK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95
Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri,
akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal 96

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi harus sudah
dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

Pasal 97
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin
penyelenggaraan  Program  Studi yang sudah
diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.

b. pengelolaan Perguruan Tinggi harus menyesuaikan
dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat
2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

c. pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik
Negara dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik
Negara yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi
yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum
ditetapkan sebagai PTN badan hukum dan harus
menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini
paling lambat 2 (dua) tahun.

d. pengelolaan . . .
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d. pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Badan
Hukum Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam
huruf ¢ mengikuti Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum sampai dengan diterbitkannya
peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini
harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Peraturan Pemerintah tentang bentuk dan mekanisme
pendanaan PTN badan hukum ditetapkan paling
lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini

diundangkan.

Pasal 99

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301) yang Dberkaitan dengan
Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Undang-Undang ini.
Pasal 100

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
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ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI

UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana
diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

¢«

Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “..melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selain itu
pada Pasal 31 ayat (5) mengamanahkan agar Pemerintah memajukan
[Imu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta

kesejahteraan umat manusia.

Melalui . . .
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Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas
kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang
sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian masih
memerlukan pengaturan agar Pendidikan Tinggi dapat lebih berfungsi
dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan
memperhatikan dan  menerapkan nilai Humaniora  untuk

pemberdayaan dan pembudayaan bangsa.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat
dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka
menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis
IImu  Pengetahuan, Pendidikan Tinggi diharapkan mampu
menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan

kesejahteraan umat manusia.

Pada tataran praktis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari
persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa
lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing
bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi,
diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu mewujudkan dharma
pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau
profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan
berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi
kepentingan bangsa dan umat manusia. Dalam rangka mewujudkan
dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, diperlukan
Pendidikan Tinggi yang mampu menghasilkan karya Penelitian dalam
cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat diabdikan bagi

kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.

Perguruan . . .
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Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan
Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki
otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar
dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan
Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta
otonomi keilmuan. Dengan demikian Perguruan Tinggi dapat
mengembangkan budaya akademik bagi Sivitas Akademika yang
berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu
melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia

dalam pergaulan internasional.

Perguruan Tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa, dengan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi untuk memajukan kesejahteran umum dan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas kebenaran ilmiah" adalah
pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan
pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang
kebenarannya diverifikasi secara ilmiah.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas penalaran” adalah
pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan
pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang
mengutamakan kegiatan berpikir.

Huruf c ...
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Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran” adalah
pendidikan tinggi yang mengutamakan moral akademik
Dosen dan Mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan
data dan informasi dalam Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi sebagaimana adanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah
Pendidikan Tinggi menyediakan kesempatan yang sama
kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang
suku, agama, ras dan antargolongan, serta latar belakang
sosial dan ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Pendidikan
Tinggi selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dan
kesejahteraan umat manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ‘"asas kebajikan" adalah
Pendidikan Tinggi harus mendatangkan kebaikan,
keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan Sivitas
Akademika, Masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah
Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta
mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan
menjunjung tinggi nilia-nilai agama dan persatuan
bangsa serta peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebhinnekaan" adalah
Pendidikan Tinggi diselenggarakan dalam berbagai
cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan
memperhatikan dan menghormati kemajemukan
Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Huruf i ...
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Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan” adalah
bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan biaya
Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai
dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak
yang membiayainya untuk menjamin warga negara yang
memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh
Pendidikan Tinggi tanpa hambatan ekonomi.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Karya penelitian antara lain berupa invensi dan inovasi
dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mampu
meningkatkan taraf hidup untuk menjadi bangsa yang
maju.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Hurufd

Cukup jelas.

Huruf e ...
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Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi memiliki sifat
fleksibilitas dalam hal cara penyampaian, pilihan dan

waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan
jenis Pendidikan (multi entry multi exit system).

Yang dimaksud dengan “multimakna” adalah Pendidikan
yang diselenggarakan dengan  berorientasi pada
pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan
kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “akademik” dalam “kebebasan
akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah
sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang
dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari
pengaruh politik praktis.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9 ...
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Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Dosen yang memiliki otoritas dan
wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan
bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan
dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya” adalah Dosen
yang telah memiliki kualifikasi doktor atau setara.

Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada
Perguruan  Tinggi  yang mempunyai wewenang
membimbing calon doktor.

Ayat (3)

Pasal 10

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rumpun ilmu agama merupakan rumpun Ilmu
Pengetahuan yang mengkaji keyakinan tentang
ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci
agama antara lain ilmu ushuluddin, ilmu syariah,
ilmu adab, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, filsafat
dan pemikiran Islam, ekonomi Islam, ilmu
pendidikan agama Hindu, ilmu penerangan
agama Hindu, filsafat agama Hindu, ilmu
pendidikan agama Budha, ilmu penerangan
agama Budha, filsafat agama Budha, ilmu
pendidikan agama Kristen, ilmu pendidikan
agama Katholik, teologi, misiologi, konseling
pastoral, dan ilmu pendidikan agama Khong Hu
Cu.

Huruf b ...
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Huruf b
Rumpun ilmu Humaniora merupakan rumpun
[lmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami
nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia,
antara lain filsafat, ilmu sejarah, ilmu bahasa,
ilmu sastra, ilmu seni panggung, dan ilmu seni
rupa.

Huruf c
Rumpun ilmu sosial merupakan rumpun Ilmu
Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami
hubungan antar manusia dan berbagai fenomena
Masyarakat, antara lain sosiologi, psikologi,
antropologi, ilmu politik, arkeologi, ilmu wilayah,
ilmu budaya, ilmu ekonomi, dan geografi.

Huruf d
Rumpun ilmu alam merupakan rumpun Ilmu
Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam
semesta selain manusia, antara lain ilmu
angkasa, ilmu kebumian, biologi, ilmu kimia, dan
ilmu fisika.

Huruf e

Rumpun ilmu formal merupakan rumpun Ilmu
Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami
sistem formal teoritis, antara lain ilmu komputer,
logika, matematika, statistika, dan sistema.

Huruf f

Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan
mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia
antara lain pertanian, arsitektur dan
perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik,
kehutanan dan lingkungan, keluarga dan
konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalistik,
media massa dan  komunikasi, hukum,
perpustakaan dan = permuseuman, militer,
administrasi  publik, pekerja sosial, dan
transportasi.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)

Pasal 11

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 16

Dalam hal pendidikan akademik rumpun ilmu agama,
tanggung jawab penyelenggaraan dilakukan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agama berkoordinasi dengan Menteri.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan vokasi” adalah
pendidikan yang menyiapkan Mahasiswa menjadi
profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja
tinggi.

Kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersama dengan
Masyarakat profesi dan organisasi profesi yang
bertanggung jawab atas mutu layanan profesinya agar
memenuhi syarat kompetensi profesinya.

Dengan demikian pendidikan vokasi telah mencakup
pendidikan profesinya.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK,
dan/atau organisasi profesi, antara lain penetapan
standar kompetensi, penetapan kualifikasi lulusan,
penyusunan kurikulum, penggunaan sumber belajar, dan

uji kompetensi.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “berbudaya” adalah sikap dan
perilaku yang senantiasa berdasarkan sistem nilai,

norma, dan kaidah Ilmu Pengetahuan, yang menjunjung

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20 ...
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Pasal 20
Ayat (1)
Mahasiswa program magister yang memiliki kemampuan
luar biasa dapat melanjutkan ke program doktor setelah
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun mengikuti program

magister tanpa harus lulus program magister terlebih
dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “sederajat” adalah kompetensi

dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) . ..
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Ayat (7)

Pasal 22

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Mahasiswa program magister terapan yang memiliki
kemampuan luar biasa dapat melanjutkan ke program
doktor terapan setelah paling sedikit (1) satu tahun
mengikuti program magister tanpa harus lulus program

magister terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 24

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program profesi merupakan tanggung jawab dan
kewenangan Kementerian, Kementerian lain, LPNK,
dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas
mutu layanan profesi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi
hanya dapat menyelenggarakannya bekerja sama dengan
Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau

organisasi profesi.

Program . ..
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Program profesi dapat menggunakan nama lain yang
sederajat seperti program profesi dokter, insinyur,
apoteker, notaris, psikolog, guru/pendidik, wartawan
sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK,
dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas
mutu layanan profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program spesialis dapat menggunakan nama lain yang
sederajat dan memiliki tingkatan, antara lain program
dokter spesialis dan subspesialis, program insinyur
profesional pratama, madya, dan wutama, sesuai
ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK,
dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas

mutu layanan profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
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Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Gelar profesi antara lain digunakan oleh profesi dokter yang

disingkat dr., profesi apoteker disingkat apt., dan profesi
akuntan disingkat Akt.

Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31 ...
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Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Izin Program Studi yang berkaitan dengan ilmu agama

diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Pencabutan izin Program Studi yang berkaitan dengan
ilmu agama dilakukan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agama.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35 ...
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Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Huruf b

Huruf c

Huruf d

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mata kuliah agama”
adalah pendidikan untuk membentuk Mahasiswa
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak

mulia.

Yang dimaksud dengan “mata kuliah Pancasila”
adalah Pendidikan untuk memberikan
pemahaman dan penghayatan kepada Mahasiswa

mengenai ideologi bangsa Indonesia.

Yang dimaksud dengan “mata kuliah
kewarganegaraan” adalah pendidikan yang
mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka
Tunggal Ika wuntuk membentuk Mahasiswa
menjadi warga negara yang memiliki rasa

kebangsaan dan cinta tanah air.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “kegiatan kurikuler” adalah

serangk

aian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai

tujuan Program Studi.

DISTRIBUSI Il
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Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah
kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara
terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian
kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua
satuan kredit semester.

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah
kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai
penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu

atau dua satuan kredit semester.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Sumber belajar dapat berbentuk antara lain, alam
semesta, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif,

rumah sakit pendidikan, laboratorium, perpustakaan,
museum, studio, bengkel, stadion, dan stasiun penyiaran.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) ...
DISTRIBUSI I
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Ayat (3)

Pasal 42

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sertifikat profesi” antara lain
sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi
yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk
meneyelenggarakan program pengadaan tenaga pendidik
sebagaimana diatur dalam undang-undang yang

mengatur mengenai guru dan dosen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 44

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keahlian dalam cabang ilmunya”
adalah kemampuan seseorang yang diakui oleh
Masyarakat karena keahlian praktis, seperti potong
rambut, desain grafis, montir, dan bentuk keahlian
praktis lainnya.

Yang dimaksud dengan “prestasi di luar program
studinya” adalah keahlian lain yang tidak berkaitan
langsung dengan program studinya, seperti Mahasiswa
kedokteran yang meraih juara renang, Mahasiswa teknik
mesin yang terampil dalam jurnalistik atau fotografi, dan
sebagainya.

Ayat (2) . ..
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 45

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “penelitian dilaksanakan
berdasarkan jalur kompetensi” adalah Penelitian yang
diberikan kepada Dosen yang memiliki kualifikasi
akademik Ilulusan program doktor tanpa melalui

kompetisi.

Yang dimaksud dengan “penelitian berdasarkan jalur
kompetisi” adalah Penelitian yang diberikan kepada

Dosen dengan cara berkompetisi.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib disebarluaskan” adalah
Penelitian yang didanai oleh Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah.

Yang . ..
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Yang dimaksud dengan “hasil Penelitian yang bersifat
rahasia, menganggu, dan/atau membahayakan
kepentingan umum” adalah Penelitian yang sifat dan
hasilnya berkaitan dengan rahasia atau keselamatan
negara sehingga tidak dapat atau tidak boleh diketahui,
dimiliki, dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

Dipublikasikan artinya bahwa hasil Penelitian dimuat
dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi dan/atau buku
yang telah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau
penerbit lainnya dan memiliki International Standard Book
Number (ISBN).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54 ...
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Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan”

adalah kebutuhan yang didasarkan pada karakteristik

atau profil Perguruan Tinggi di wilayah tertentu.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pendirian PTS yang menyelenggarakan pendidikan
keagamaan mendapatkan izin menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agama.

Yang ...
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Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip
kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba,
sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus
ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk
meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan
Pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah
kemampuan dan komitmen untuk
mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang
dijalankan Perguruan Tinggi kepada semua pemangku
kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Akuntabilitas antara lain dapat
diukur dari rasio antara Mahasiswa dan Dosen,
kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan.

DISTRIBUSI Il Huruf b
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Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah
keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang
relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku
kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip
kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba,
sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus
ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk
meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan
pendidikan.

Hurufd

Yang dimaksud dengan “prinsip penjaminan mutu”
adalah kegiatan sistemik untuk memberikan layanan
Pendidikan Tinggi yang memenuhi atau melampaui
standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan

mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektivitas dan efisiensi” adalah
kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya
dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi agar tepat

sasaran dan tidak terjadi pemborosan.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . ..
DISTRIBUSI I
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Huruf a

Huruf b

Huruf c

Huruf d

Huruf e

Huruf f

Huruf g

Ayat (4)
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PTN Badan Hukum dapat memanfaatkan
kekayaan berupa tanah dan hasil
pemanfaatannya menjadi pendapatan PTN Badan

Hukum.

Kekayaan berupa tanah tersebut tidak dapat
dipindahtangankan atau dijaminkan kepada
pihak lain.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PTN badan hukum merupakan PTN yang sepenuhnya

milik negara dan tidak dapat dialihkan kepada

perseorangan atau swasta. Untuk melaksanakan fungsi

Pendidikan Tinggi yang berada dalam lingkup tanggung

jawab Kementerian, Pemerintah memberikan kompensasi

atau menanggung sebagian biaya yang telah dikeluarkan
oleh PTN badan hukum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

DISTRIBUSI Il
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Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Ayat (1)
Huruf a
Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak
tetap.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan”
adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan
diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain,
pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan
teknisi, serta pranata teknik informasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “orang yang memiliki keahlian
dan/atau prestasi luar biasa” adalah dimaksudkan untuk
memenuhi Dosen pada semua program Pendidikan Tinggi
terutama pada program diploma satu dan program

diploma dua.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang
dimaksud adalah undang-undang yang mengatur
mengenai guru dan dosen.

Pasal 70 ...
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Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja memuat tentang
gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji,
penghasilan lain dan jaminan kesejahteraan sosial serta
maslahat tambahan sesuai dengan undang-undang yang
mengatur mengenai guru dan dosen.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dosen tetap” adalah Dosen yang
tidak diangkat oleh Pemerintah (bukan pegawai negeri
sipil/bukan aparatur sipil negara).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
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Pasal 73
Ayat (1)
Pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk

lain hanya berlaku bagi Mahasiswa program sarjana dan
program diploma.

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” adalah pola
penerimaan Mahasiswa baru yang dilakukan secara

mandiri oleh Perguruan Tinggi.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . ..
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Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah
dukungan biaya Pendidikan yang diberikan
kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau
menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan
pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi

akademik.

Huruf b

Huruf c

Ayat (3)
Cukup j

Ayat (4)
Cukup j

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

DISTRIBUSI 1l

Yang dimaksud dengan “bantuan  biaya
pendidikan” adalah dukungan biaya Pendidikan
yang diberikan kepada Mahasiswa untuk
mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan
Tinggi berdasarkan pertimbangan utama

keterbatasan kemampuan ekonomi.

Yang dimaksud dengan “pinjaman dana tanpa
bunga” adalah pinjaman yang diterima oleh
Mahasiswa tanpa bunga untuk mengikuti
dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi
dengan kewajiban membayar kembali setelah

lulus dan mendapatkan pendapatan yang cukup.

elas.

elas.

Pasal 79 ...
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Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87

Hak pengelolaan kekayaan negara dapat berbentuk antara lain,
hak pengelolaan lahan, laut, pertambangan, perkebunan, hutan,
dan museum.

Pasal 88
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Standar satuan biaya operasional”
adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di luar
investasi dan pengembangan. Biaya investasi antara lain
biaya pengadaan sarana dan prasarana serta sumber
belajar.

Ayat (2) ...

DISTRIBUSI Il



Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Pasal 89

Ayat (1)
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Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a
Anggaran untuk PTN  dialokasikan oleh
Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau oleh Pemerintah daerah
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Huruf b

Anggaran untuk PTS  dialokasikan oleh
Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau oleh Pemerintah daerah
dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
dalam bentuk, antara lain hibah, bantuan
program kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan
Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain  bantuan  pendanaan, PTS  dapat
memperoleh bantuan tenaga Dosen yang diangkat
oleh Pemerintah.

Hurufc ...



Huruf c

Ayat (2)
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Dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan
Tinggi bagi Mahasiswa dapat diberikan dalam
bentuk beasiswa, bantuan atau membebaskan
biaya Pendidikan, dan/atau pinjaman dana tanpa

bunga.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dana bantuan operasional”

adalah dana Kementerian di luar Penerimaan Negara

Bukan

Pajak yang dialokasikan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk membantu biaya

operasional layanan Tridharma.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.
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Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5336
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RANCANGAN DAN
MASUKAN PARA AHLI



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 00/UN4.1/2025
TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TUGAS, PEJABAT PELAKSANA HARIAN,
DAN PEJABAT YANG MELAKSANAKAN TUGAS, DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang




Mengingat

10.

11.

12.

-2-

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan
Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 301);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas
Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan
Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
R.I. Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi;

Peraturan  Rektor  Universitas  Hasanuddin = Nomor
2/UN4.1/2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;

Peraturan  Rektor  Universitas  Hasanuddin = Nomor
14/UN4.1/2024 Tanggal 12 Juli 2024 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin
Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang
Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode
Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas
Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;

Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nomor 2/SE/VII/2019
tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas
dalam Aspek Kepegawaian.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

TENTANG PEJABAT PELAKSANA TUGAS, PEJABAT
PELAKSANA HARIAN DAN PEJABAT YANG MELAKSANAKAN
TUGAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

12.

Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan
tinggi negeri badan hukum (PTNBH).

Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan
sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional
di Unhas.

Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas
yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan
umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.

Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan
pengelolaan Unhas.

Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang
menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan
pengawasan di bidang akademik.

Fakultas adalah  himpunan sumber daya pendukung yang
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi,
dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Sekolah adalah wunsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang
bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program
pascasarjana multi disiplin.

Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang
berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan
pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.

Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Pejabat PLT adalah
pejabat yang menempati posisi jabatan tertentu dan bersifat sementara
karena pejabat definitif berhalangan tetap.

Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Pejabat PLH adalah
adalah pejabat yang menempati posisi jabatan tertentu dan bersifat
sementara karena pejabat definitif berhalangan sementara.

Pejabat yang Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat PYMT adalah
pejabat yang diangkat untuk jabatan tertentu, tetapi tidak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan di dalam OTK.

Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin yang
selanjutnya disingkat OTK Pengelola Unhas adalah acuan dan pedoman
dalam pengelolaan organisasi di tingkat Universitas.
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13. Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin

(1)

yang selanjutnya disingkat OTK Fakultas dan Sekolah Unhas adalah acuan
dan pedoman dalam pengelolaan organisasi di tingkat Fakultas dan
Sekolah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Unhas dalam
melakukan penunjukan Pejabat PLT, Pejabat PLH dan pengangkatan PYMT
sehingga proses pelayanan pada unit kerja tetap berjalan efektif.

atau Good University Governance (GUG).

BAB III
PEJABAT PLT, PEJABAT PLH DAN PYMT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Penunjukan Pejabat PLT dapat dilakukan apabila pejabat definitif berakhir
masa jabatannya, sementara belum ada pejabat definitif atau tidak
memenuhi target kinerja tidak-terpenthi, atau melanggar pakta integritas
atau berhalangan tetap.

Penunjukan Pejabat PLH dapat dilakukan apabila pejabat definitif
berhalangan sementara.

Pengangkatan PYMT dapat dilakukan apabila tidak tersedia SBMsumber
daya manusia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
OTK Unbhas.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

Penunjukan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus
memenuhi persyaratan:

a.

b.
C.
d

Pejabat PLT menduduki jabatan setingkat lebih tinggi atau setara;

Pejabat PLH menduduki jabatan setara atau setingkat di bawah; dan

PYMT memiliki kompetensi pada jabatan yang akan diduduki;

tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Mekanisme Penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH

Pasal 5

Penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH harus melalui proses konsultasi
dan pertimbangan Pimpinan unit kerja terkait.

Setiap keputusan penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH disampaikan
secara resmi ke seluruh unit kerja.

Pasal 6

Seseorang hanya dapat menduduki satu jabatan sebagai Pejabat PLT atau
Pejabat PLH dalam waktu yang bersamaan, kecuali dalam keadaan darurat
yang memerlukan kebijakan khusus.

Jika terjadi keadaan mendesak yang mengharuskan seseorang menjabat
lebih dari satu jabatan Pejabat PLT atau Pejabat PLH, maka masa jabatan
maksimal adalah dua bulan (di Pasal 10 tiga bulan), dan dalam periode
tersebut wajib dilakukan pengisian jabatan definitif.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengangkatan PYMT

Pasal 7

Pengangkatan PYMT harus melalui asesmen kompetensi yang dilakukan
oleh unit kerja yang membidangi sumber daya manusia.

Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
memastikan bahwa calon pejabat memiliki pengalaman, kualifikasi, dan
keterampilan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

Hasil asesmen kompetensi menjadi dasar utama dalam pengangkatan PYMT
serta disampaikan kepada Rektor untuk pengambilan keputusan.

Bagian Kelima
Penunjukan dan Pengangkatan

Pasal 8

Penunjukan Pejabat PLT dilakukan melalui proses konsultasi dan
pertimbangan Pimpinan unit kerja terkait.

Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH, tidak dilantik
dan diambil sumpah jabatannya dan tidak dibebaskan dari jabatan
definitifnya.

Penunjukan sebagai Pejabat PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Penunjukan sebagai Pejabat PLH tidak ditetapkan dengan Keputusan
Rektor, melainkan dengan Surat Penugasan oleh Pejabat yang berwenang.
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Penunjukan Pejabat PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan ketentuan:
a. Rektor untuk jabatan:

1. Wakil Rektor;

2. Sekretaris Universitas;

3. Dekan; dan

4. Ketua Lembaga/Satuan/ Wallacea.
b. Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia untuk jabatan:

1. Direktur;

2. Kepala Biro;

3. Kepala Subdirektorat; dan

4. Kepala Seksi.
c. Dekan untuk jabatan:

1. Wakil Dekan;
Ketua Departemen;
Ketua Program Studi;
Kepala Bagian Tata Usaha; dan

5. Kepala Subbagian.
Pejabat yang diangkat sebagai PYMT tidak dilantik dan diambil sumpah
jabatan.
Pejabat yang diangkat sebagai PYMT sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
akan dilantik dan diambil sumpah jabatan apabila telah memenuhi
persyaratan yang disebutkan dalam OTK.
Pengangkatan PYMT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan
dengan Keputusan Rektor

N

Bagian Keenam
Kewenangan Pejabat PLT, Pejabat PLH dan PYMT

Pasal 9

Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH tidak berwenang
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis, yang
berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi
kepegawaian dan alokasi anggaran.

Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki
dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana
kerja di unit kerja masing-masing.

Perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai di unit kerja masing-masing.

Pejabat PLT dan Pejabat PLH memiliki kewenangan dan tanggung jawab
untuk merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, mengambil
keputusan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
pada jabatan yang bersangkutan ditugaskan.
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Penunjukan sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH bukan merupakan jabatan
definitif, sehingga pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan Pejabat
PLH tidak diberikan tunjangan jabatan struktural atau jabatan tugas
tambahan.

Kewenangan PYMT sama dengan pejabat definitif

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Pejabat PLT, Pejabat PLH dan PYMT

Pasal 10

Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH melaksanakan
tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling
lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan organisasi.
Pejabat PLT diberhentikan apabila pejabat definitif telah ditetapkan.

Masa tugas Pejabat PLH mengikuti batas waktu penugasan.

Pemberhentian PYMT mengikuti masa jabatan yang diatur dalam OTK.
Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi yang mendesak, perpanjangan
masa tugas Pejabat PLT dan Pejabat PLH sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Rektor.

BAB IV
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN SANKSI

Pasal 11

Pejabat PLT dan Pejabat PLH wajib menyampaikan laporan kinerja secara
berkala kepada Rektor atau pimpinan unit kerja yang berwenang.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup capaian kerja,
kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk peningkatan tata kelola
unit kerja.

Evaluasi kinerja Pejabat PLT dan Pejabat PLH dilakukan setiap tiga bulan
oleh unit sumber daya manusia dan Senat Akademik/Senat Fakultas/Senat
Sekolah, yang dapat memberikan rekomendasi penggantian jika diperlukan.

Pasal 12

Pejabat PLT dan Pejabat PLH yang terbukti menyalahgunakan wewenang
atau melanggar prinsip Good University Governance (GUG) akan
diberhentikan dari jabatannya serta dapat dikenakan sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk,
namun tidak terbatas pada:
a. pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian pegawai yang
bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
b. pembuatan kebijakan strategis yang berdampak pada perubahan
status hukum kepegawaian, organisasi, dan anggaran.
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c. keputusan yang menyebabkan konflik kepentingan atau merugikan
institusi.

Pasal 13

Setiap unit kerja wajib mengusulkan calon pejabat definitif dalam waktu
maksimal tiga bulan sejak jabatan diisi oleh Pejabat PLT atau Pejabat PLH.
Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan
pengisian jabatan definitif, maka Rektor dapat menunjuk tim seleksi untuk
mempercepat proses pemilihan pejabat definitif.

Apabila dalam waktu enam bulan jabatan masih belum terisi secara definitif,
maka pengisian jabatan dapat dilakukan melalui mekanisme rekrutmen
terbuka sesuai sistem merit yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas
Hasanuddin.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 00 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,
TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Keterangan draft : warna biru masukan Prof. Nas

Warna hijau dan kuning masukan Prof. Budimawan
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. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan
Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 301);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas
Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan
Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
R.I. Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi;

Peraturan  Rektor  Universitas  Hasanuddin = Nomor
2/UN4.1/2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;

Peraturan  Rektor  Universitas  Hasanuddin = Nomor
14/UN4.1/2024 Tanggal 12 Juli 2024 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin
Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang
Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode
Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas
Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;

Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nomor 2/SE/VII/2019
tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas
dalam Aspek Kepegawaian.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

TENTANG PEJABAT PELAKSANA TUGAS, PEJABAT
PELAKSANA HARIAN DAN PEJABAT YANG MELAKSANAKAN
TUGAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

12.

Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan
tinggi negeri badan hukum (PTNBH).

Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan
sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional
di Unhas.

Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas
yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan
umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.

Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan
pengelolaan Unhas.

Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang
menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan
pengawasan di bidang akademik.

Fakultas adalah  himpunan sumber daya pendukung yang
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi,
dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Sekolah adalah wunsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang
bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program
pascasarjana multi disiplin.

Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang
berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan
pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.

Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Pejabat PLT adalah
pejabat yang menempati posisi jabatan tertentu dan bersifat sementara
karena pejabat definitif berhalangan tetap.

Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Pejabat PLH adalah
adalah pejabat yang menempati posisi jabatan tertentu dan bersifat
sementara karena pejabat definitif berhalangan sementara.

Pejabat yang Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat PYMT adalah
pejabat yang diangkat untuk jabatan tertentu, tetapi tidak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan di dalam OTK.

Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin yang
selanjutnya disingkat OTK Pengelola Unhas adalah acuan dan pedoman
dalam pengelolaan organisasi di tingkat Universitas.
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13. Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin

(1)

yang selanjutnya disingkat OTK Fakultas dan Sekolah Unhas adalah acuan
dan pedoman dalam pengelolaan organisasi di tingkat Fakultas dan
Sekolah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Unhas dalam
melakukan penunjukan Pejabat PLT, Pejabat PLH dan pengangkatan PYMT
sehingga proses pelayanan pada unit kerja tetap berjalan efektif.

atau Good University Governance (GUG).

BAB III
PEJABAT PLT, PEJABAT PLH DAN PYMT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Penunjukan Pejabat PLT dapat dilakukan apabila pejabat definitif berakhir
masa jabatannya, sementara belum ada pejabat definitif atau tidak
memenuhi target kinerja tidak-terpenthi, atau melanggar pakta integritas
atau berhalangan tetap.

Penunjukan Pejabat PLH dapat dilakukan apabila pejabat definitif
berhalangan sementara.

Pengangkatan PYMT dapat dilakukan apabila tidak tersedia SBMsumber
daya manusia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
OTK Unbhas.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

Penunjukan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus
memenuhi persyaratan:

a.

b.
C.
d

Pejabat PLT menduduki jabatan setingkat lebih tinggi atau setara;

Pejabat PLH menduduki jabatan setara atau setingkat di bawah; dan

PYMT memiliki kompetensi pada jabatan yang akan diduduki;

tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Mekanisme Penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH

Pasal 5

Pimpinan unit kerja melaporkan kepada atasan tentang kekosongan jabatan
di unit kerja terkait.

Atasan melakukan penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH dengan
pertimbangan Pimpinan unit kerja terkait.

Dalam hal kondisi tertentu, Rektor dapat melakukan penunjukan Pejabat
PLT dan Pejabat PLH.

Keputusan penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH disampaikan secara
resmi ke seluruh unit kerja dan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Seseorang hanya dapat menduduki satu jabatan sebagai Pejabat PLT atau
Pejabat PLH dalam waktu yang bersamaan, kecuali dalam keadaan darurat
yang memerlukan kebijakan khusus.

Jika terjadi keadaan mendesak yang mengharuskan seseorang menjabat
lebih dari satu jabatan Pejabat PLT atau Pejabat PLH, maka masa jabatan
maksimal adalah 3 (tiga) bulan, dan dalam periode tersebut wajib dilakukan
pengisian jabatan definitif.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengangkatan PYMT

Pasal 7

Pengangkatan PYMT harus melalui asesmen kompetensi yang dilakukan
oleh unit kerja yang membidangi sumber daya manusia.

Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
memastikan bahwa calon pejabat memiliki pengalaman, kualifikasi, dan
keterampilan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

Hasil asesmen kompetensi menjadi dasar utama dalam pengangkatan PYMT
serta disampaikan kepada Rektor untuk pengambilan keputusan.

Bagian Kelima
Penunjukan dan Pengangkatan

Pasal 8

Penunjukan Pejabat PLT dilakukan melalui proses konsultasi dan
pertimbangan Pimpinan unit kerja terkait.

Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH, tidak dilantik
dan diambil sumpah jabatannya dan tidak dibebaskan dari jabatan
definitifnya.
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Penunjukan sebagai Pejabat PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
Penunjukan sebagai Pejabat PLH tidak ditetapkan dengan Keputusan
Rektor, melainkan dengan Surat Penugasan oleh Pejabat yang berwenang.
Penunjukan Pejabat PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan ketentuan:
a. Rektor untuk jabatan:

1. Wakil Rektor;

2. Sekretaris Universitas;

3. Dekan; dan

4. Ketua Lembaga/Satuan/ Wallacea.
b. Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia untuk jabatan:

1. Direktur;

2. Kepala Biro;

3. Kepala Subdirektorat; dan

4. Kepala Seksi.
c. Dekan untuk jabatan:

1. Wakil Dekan;
Ketua Departemen;
Ketua Program Studi;
Kepala Bagian Tata Usaha; dan

5. Kepala Subbagian.
Pejabat yang diangkat sebagai PYMT tidak dilantik dan diambil sumpah
jabatan.
Pejabat yang diangkat sebagai PYMT sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
akan dilantik dan diambil sumpah jabatan apabila telah memenuhi
persyaratan yang disebutkan dalam OTK.
Pengangkatan PYMT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan
dengan Keputusan Rektor

N

Bagian Keenam
Kewenangan Pejabat PLT, Pejabat PLH dan PYMT

Pasal 9

Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH tidak berwenang
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis, yang
berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi
kepegawaian dan alokasi anggaran.

Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki
dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana
kerja di unit kerja masing-masing.

Perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai di unit kerja masing-masing.
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Pejabat PLT dan Pejabat PLH memiliki kewenangan dan tanggung jawab
untuk merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, mengambil
keputusan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
pada jabatan yang bersangkutan ditugaskan.

Penunjukan sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH bukan merupakan jabatan
definitif, sehingga pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan Pejabat
PLH tidak diberikan tunjangan jabatan struktural atau jabatan tugas
tambahan.

Kewenangan PYMT sama dengan pejabat definitif

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Pejabat PLT, Pejabat PLH dan PYMT

Pasal 10

Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH melaksanakan
tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling
lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan organisasi.
Pejabat PLT diberhentikan apabila pejabat definitif telah ditetapkan.

Masa tugas Pejabat PLH mengikuti batas waktu penugasan.

Pemberhentian PYMT mengikuti masa jabatan yang diatur dalam OTK.
Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi yang mendesak, perpanjangan
masa tugas Pejabat PLT dan Pejabat PLH sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Rektor.

BAB IV
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN SANKSI

Pasal 11

Pejabat PLT dan Pejabat PLH wajib menyampaikan laporan secara berkala
kepada Rektor atau pimpinan unit kerja yang berwenang.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup capaian, kendala,
dan rekomendasi untuk peningkatan tata kelola unit kerja.

Evaluasi kinerja Pejabat PLT dan Pejabat PLH dilakukan setiap tiga bulan
oleh unit sumber daya manusia dan Senat Fakultas/Sekolah, yang dapat
memberikan rekomendasi pergantian jika diperlukan.

Pasal 12

Pejabat PLT dan Pejabat PLH yang terbukti menyalahgunakan wewenang
atau melanggar prinsip tata kelola Universitas yang baik, akan
diberhentikan dari jabatannya dan dapat dikenakan sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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(2) Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas
pada:

a. pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian pegawai yang
bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

b. pembuatan kebijakan strategis yang berdampak pada perubahan
status hukum kepegawaian, organisasi, dan anggaran.

c. keputusan yang menyebabkan konflik kepentingan atau merugikan
institusi.

Pasal 13

(1) Unit kerja wajib mengusulkan calon pejabat definitif dalam waktu maksimal
3 (tiga) bulan sejak jabatan diisi oleh Pejabat PLT atau Pejabat PLH.

(2) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan
pengisian jabatan definitif, maka Rektor dapat menunjuk tim seleksi untuk
mempercepat proses pemilihan pejabat definitif.

(3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan jabatan masih belum terisi secara
definitif, maka Rektor dapat menunjuk Pejabat definitif.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas
Hasanuddin.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 00 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Keterangan draft : warna biru masukan Prof. Nas
Warna hijau dan kuning masukan Prof. Budimawan
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SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR 19/UN4.1/2025
TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TUGAS, PEJABAT YANG MELAKSANAKAN TUGAS,

Menimbang

DAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN,

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi tata

kelola organisasi, serta menjaga kontinuitas layanan
akademik dan administrasi di lingkungan Universitas
Hasanuddin, perlu adanya mekanisme yang jelas dan
terstruktur dalam pengisian sementara jabatan yang
mengalami kekosongan;

. bahwa pengisian jabatan sementara melalui Pejabat

Pelaksana Tugas, Pejabat yang Melaksanakan Tugas, dan
Pejabat Pelaksana Harian merupakan langkah strategis yang
harus dilakukan Dberdasarkan prinsip transparansi,
akuntabilitas, kompetensi, dan profesionalisme, sesuai
dengan standar tata kelola Universitas yang baik dan sistem
merit dalam manajemen sumber daya manusia;

. bahwa ketentuan mengenai Pejabat Pelaksana Tugas,

Pejabat yang Melaksanakan Tugas, dan Pejabat Pelaksana
Harian harus sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan
taat asas, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta ~mempertimbangkan
kebijakan Reformasi Birokrasi dan pengelolaan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum;

. bahwa dalam praktiknya, pengangkatan dan kewenangan

Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat yang Melaksanakan
Tugas, dan Pejabat Pelaksana Harian harus dilakukan
dengan mempertimbangkan aspek legalitas, batasan
kewenangan, serta dampak terhadap aspek organisasi,
kepegawaian, keuangan, dan akademik, guna menghindari
penyalahgunaan wewenang dan memastikan keberlanjutan
layanan Universitas Hasanuddin;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d di atas,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas
Hasanuddin tentang Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat yang
Melaksanakan Tugas, dan Pejabat Pelaksana Harian di
Lingkungan Universitas Hasanuddin.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5500);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun

2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 303);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas
Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan
Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

R.I. Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi;

Peraturan  Rektor  Universitas  Hasanuddin = Nomor
2/UN4.1/2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;

Peraturan  Rektor  Universitas  Hasanuddin  Nomor
14/UN4.1/2024 Tanggal 12 Juli 2024 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas
Hasanuddin;

Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin
Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang
Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode
Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas
Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;

Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nomor 1/SE/I/2021
tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas
dalam Aspek Kepegawaian.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

TENTANG PEJABAT PELAKSANA TUGAS, PEJABAT YANG
MELAKSANAKAN TUGAS, DAN PEJABAT PELAKSANA
HARIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan
sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional
di Unhas.

Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas
yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan
umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.

Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan
pengelolaan Unhas.

Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang
menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan
pengawasan di bidang akademik.

Fakultas adalah  himpunan sumber daya pendukung yang
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan
profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang
bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program
pascasarjana multi disiplin.

Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang
berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan
pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.

Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Pejabat PLT adalah
pejabat yang menempati posisi jabatan tertentu dan bersifat sementara
karena pejabat definitif berhalangan tetap.

Pejabat yang Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat PYMT
adalah pejabat yang diangkat untuk jabatan tertentu, tetapi tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam OTK.

Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Pejabat PLH adalah
pejabat yang menempati posisi jabatan tertentu dan bersifat sementara
karena pejabat definitif berhalangan sementara.
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Organisasi dan Tata Kerja Unhas yang selanjutnya disingkat OTK Unhas
adalah acuan dan pedoman dalam pengelolaan organisasi di lingkup
Unhas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Unhas dalam
melakukan penunjukan Pejabat PLT, PYMT, dan Pejabat PLH sehingga
proses pelayanan pada unit kerja tetap berjalan efektif.

Peraturan ini bertujuan wuntuk mengatur mekanisme, persyaratan,
kewenangan, serta batasan tugas dan tanggung jawab Pejabat PLT, PYMT,
dan Pejabat PLH di lingkungan Unhas agar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip tata kelola
Universitas yang baik.

BAB III
PEJABAT PLT, PYMT, DAN PEJABAT PLH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Penunjukan Pejabat PLT dapat dilakukan apabila pejabat definitif berakhir
masa jabatannya sementara belum ada pejabat definitif, atau tidak
memenuhi target kinerja, atau melanggar Pakta Integritas, atau
berhalangan tetap.

Pengangkatan PYMT dapat dilakukan apabila tidak tersedia Sumber Daya
Manusia (SDM) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
OTK Unhas.

Penunjukan Pejabat PLH dapat dilakukan apabila pejabat definitif
berhalangan sementara.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

Penunjukan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus
memenuhi persyaratan:

a.

g oo

Pejabat PLT menduduki jabatan setingkat lebih tinggi atau setara;

PYMT memiliki kompetensi pada jabatan yang akan diduduki;

Pejabat PLH menduduki jabatan setara atau setingkat di bawah; dan

tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Mekanisme Penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH

Pasal 5

Pimpinan unit kerja melaporkan kepada Rektor tentang kekosongan jabatan
di unit kerja terkait.

Rektor melakukan penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH dengan
pertimbangan Pimpinan unit kerja terkait.

Seseorang hanya dapat menduduki satu jabatan sebagai Pejabat PLT atau
Pejabat PLH dalam waktu yang bersamaan, kecuali dalam keadaan darurat
yang memerlukan kebijakan khusus.

Jika terjadi keadaan mendesak yang mengharuskan seseorang menjabat
lebih dari satu jabatan Pejabat PLT atau Pejabat PLH, maka masa jabatan
paling lama adalah 3 (tiga) bulan, dan dalam periode tersebut wajib
dilakukan pengisian jabatan definitif.

Keputusan penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH disampaikan secara
resmi ke seluruh unit kerja dan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengangkatan PYMT

Pasal 6

Pengangkatan PYMT harus melalui asesmen kompetensi yang dilakukan
oleh unit kerja yang membidangi SDM.

Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk memastikan bahwa calon pejabat memiliki pengalaman, kualifikasi,
dan keterampilan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

Hasil asesmen kompetensi menjadi dasar utama dalam pengangkatan
PYMT serta disampaikan kepada Rektor untuk pengambilan keputusan.

Bagian Kelima
Penunjukan dan Pengangkatan

Pasal 7

Penunjukan Pejabat PLT dilakukan melalui proses konsultasi dan
pertimbangan Pimpinan unit kerja terkait.

Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT tidak dilantik dan tidak diambil
sumpah jabatannya serta tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.
Penunjukan sebagai Pejabat PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

PYMT diangkat apabila tidak tersedia sumber daya yang memenuhi
persyaratan sebagaimana disebutkan dalam OTK Unhas.
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Pejabat yang diangkat sebagai PYMT tidak dilantik dan tidak diambil
sumpah jabatan.

PYMT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilantik dan diambil
sumpah jabatan apabila telah memenuhi persyaratan yang disebutkan
dalam OTK Unhas dan dinilai berkinerja baik.

Pengangkatan PYMT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan
dengan Keputusan Rektor.

Penunjukan sebagai Pejabat PLH ditetapkan dengan Surat Penugasan oleh
Pejabat yang berwenang.

Pejabat yang diangkat sebagai Pejabat PLH berada dalam struktur yang
setara atau setingkat lebih rendah dari jabatan yang kosong.

(10) Penugasan Pejabat PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)

(4)

(9)

oleh Rektor, Wakil Rektor/Sekretaris Universitas, dan Dekan sesuai dengan
tingkatan jabatan dalam struktur.

Bagian Keenam
Kewenangan Pejabat PLT, PYMT, dan Pejabat PLH

Pasal 8

Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH tidak
berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat
strategis, yang berdampak besar terhadap tata kelola Universitas dan unit
kerja masing-masing.

Pejabat PLT dan Pejabat PLH memiliki kewenangan dan tanggung jawab
untuk merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, memantau, dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.

Penunjukan sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH bukan merupakan
jabatan definitif, sehingga pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan
Pejabat PLH tidak diberikan tunjangan jabatan.

Kewenangan PYMT sama dengan pejabat definitif.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Pejabat PLT, PYMT, dan Pejabat PLH

Pasal 9

Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT melaksanakan tugasnya untuk
paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga)
bulan, berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan organisasi.

Pejabat PLT diberhentikan apabila pejabat definitif telah ditetapkan.
Pemberhentian PYMT mengikuti masa jabatan yang diatur dalam OTK
Unhas.

Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi yang mendesak, perpanjangan
masa tugas Pejabat PLT dan PYMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Rektor.

Masa tugas Pejabat PLH mengikuti batas waktu penugasan.
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BAR IV
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN SANKSI

Pasal 10

(1} Rektor atau atasan yang memberi penugasan melakukan pengawasan dan
evaluasi terhadap kinerja Pejabat PLT, PYMT, dan Pejabat PLH,

(<€) Rektor dapat memberhentikan Pejabat PLT dan PYMT berdasarkan hasil
evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pejabat PLT dan Pejabat PLH vang terbukti menyalahgunakan wewenang
atau melanggar prinsip tata kelola Universitas vang baik, akan
diberhentikan dari jabatannya dan dapat dikenakan sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas
Hasanuddin,

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 8 Agustus 2025

EEKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Diundangkan di Makassar

PARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2025 NOMOR 21
RITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2025 NOMOR 21
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